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TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK DAN /ATAU CUKAI

MENTERI KEUANGAN ..

REPLBLIK INDONESIA
A. FORMULIR STCK-1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : ' . STEK-1
DIREXTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI . .
KANTOR WILAYAH DJIBC ............... (Urereemerreraens
KANTOR .....ocooootainnrenenecrnienennna. )
T ) UOUTOITROPPURON 1 IO O
Yth. , ‘
Nama _ e [T 5] P
NPWP ' e s (B).eererrieriieeieeeee oo eneerens
NPPBKC s 't T e,
Alamat P (B, JOTPOTOUSR .

Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan, dengan ini diberitahukan bahwa hingga saat ini
Saudara masih mempunyai utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, keicurangan cukai, dan/ atau
sanksi administrasi berupa denda*) sebagaimana dimaksud dalam:

Dokumen ' D e rer————— (10)ciiieidiiiiae e
Nomor dan tanggal dokwmen D it (1 FUPPITn
Tanggal terakhir pembayaran P reeerreereennn NP {125t i D *#)

schingga ditetapkan adanya tagihan yang harus Saudara lunasi dengan rincian sebagai berikut:.

Jenis Tagihan Jumlah Taglhan (Rp} ]
Cukai = e irenesaenenererasaieaains [ ) T PP T O T T P T P
Sanksi Administrasi Berupa Denda Administrasi | ..., ceeeas (14} i
Jumlah Rp. ..o (I3) i e
P 0 T T O PP PP U SOUUU R )

P LR R L R R D IS

Untuk mencegah tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-.undané;an', diminta kepada
Saudara untuk membayar tagihan tersebut di ates paling lama 30 (tiga puluh} hari sejak tanggal Surat
Tagihan ini diterima dan buktl pembayaran agar disampaikan kepada I{epa!é_ Kantor

Keberatan atas Surat Tagihan ini diajukan secara tertulis kepada Direktur J enderal meialm Kantor
tersebut di atas sebelum tanggal jatubh tempo dengan ketentuan sehelumnya sudah menyerahkan Jjaminan
sebesar tagthan utang. _

Tagihan utang yang tidak dibayar pada waktunya dikenai bunga sebesar 2% (clua persen) dari
jumlah tagihan yang terutang, bagian bulan dihitung satu bulan pcnuh untuk pahng lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

Ditetaplkan di ......(19)...........
pada tanggal ........ 20k s

Kepala Kantor

............... (21},
NIP ......... (22) i
Tembusan:
To (R3] I
2. e (24).ciiiviiniriii s .
3. Kepala Kantor Wilayal DJBC ...... {25).....

*} coret yang tidalk periu
**)khusus untuk penundaan cukai karena pemesanan pita cukai
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PETUNJUK PENGISIAN - ,

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pelayanan

Diisi Kantor Pe_layan'an. penerbit Surat Tagihan .

Diisi nama tempat/kota Kantor Pelayanan N

Diisi tanggal, bulan dan tahun Surat Tagihan yang akan diterbitkan
Diisi nama Pehanggung Bea Masuk dan/ atau Culkai

Diisi NPWP‘Penanggting Penanggung Bea Masuk dan /atau Cukai
Diisi NPPBKC Penanggung Penanggung Bea Masuk dan Jatau Cukai
Diisi alamat Penanggung Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi nomor wurut Surat Tagihan yang diberikan oleh wunit yang
mengurus surat-surat secara sentral '

Diisi nama dokumen dasar diterbitkannya Surat Tagihan
Misal : CK-1, Keputusan Pengangsuran, LHA

Diisi nomor dan tanggal dokumen

Diisi tanggal terakhir pembayaran, khusus untuk penundaan cukai
lkarena pemesanan pita cukai

Diisi jumlah nilai utang cukai yang ditagih (dalam angka)

Diisi jumlah besarnya uang sanksi administrasi berupa denda (dalam
anglal

Diisi jumlah total tagihan utang (dalam angka)

Diisi jumlah total tagihan utang (dalam huruf)

Diisi uraian terjadinya utang

Diisi nama Kantor Pelayanan yang melalmkén monitoring penagihan |
Diisi nama tempat/kota Kantor Pelayanan 7

Diisi tanggal dikeluarkannya Surat Tagihan

Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayaﬁan

Diisi NIP Kepala Kantor

Diisi Direktur yang menangani cukai -

Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan piutang

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan



MENTER! KEUANGAN . ..
REPUBLIK INDONESIA ‘

-3

B. SURAT TEGURAN

KEMENTERI_AN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH DJBC...... (L)oo
KANTOR: .....coeevveieeeiriiieeinns 23
 SURAT TEGURAN

Nomor @ S- i (B} e

Tanggal = ... (4} oo
Yth.
Nama RN (5] RO
NEFWP D e (B) i
Alamat D e e (4 T

Menurjuk ........... (8 TOIMIOT .euvvvnnnens 1151 OO tanggal ooveennns (10) i ireans ,

hingga saat ini Saudara belum melinasi utang bea masuk dan/atau cukai tersebut,

Diminta kepada Saudara agar segera melunasi sehuruh utang bea masuk dan/atau dengan rincian
sebagali berikut: - ) _

Jenis Utang 7 ' J_uinlah Utang
a. Bea Masuk . RP ceevrerreeariirinnes e (L1} i eeeeaenn.
b, Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping [ Rp ... L 12) reveenas

Sementara/Bea Masuk Imbalan/Bea Masuk Imbalan
Sementara/Bea Masuk Tindakan Pengamanan/

Bea Masul Tindakan Pengamanan sementara *) . - .
c. Cukai - T i (18) i, Cririieiiins
d. PPN R i {(14)....... eeeieieinee
e. PPnBM : RD covviererinineainnns el {15) ereresneiann
f. PPh Pasal 22 ) RP .eovvns eviennens s A ) T SRR .
g. Denda Administrasi . | Rp reerenns eyananthereeans ALT) e
h. Bunga ' ‘ "RP ieeeiieeiaininain L (18) e, SO
. (19)ueeirieeeens RP evevecrrraessivnnesennss s (20} i, ieeeess
TOTAL UTANG RD cuveereeeennerearreasneesens (21) oo ‘

Saudara wajib melunasi utang bea masuk dan/atau cukai terscbut dalam jangkaf walty péling
lama 21 (dua puluh satu) hari terhifung sejak tanggal Surat Teguran ini dan. bukti pelunasan agar
disampaikan kepada Kepala Kantor ............... e 122] AU SEVPIOIRIN . S :

PERHATIAN

TAGIHAN HARUS . DILUNASI DALAM
WAKTU PALING LAMA 21 (DUA PULUH :
SATU) HARI SEJAK TANGGAL SURAT| o (23)iiniii
TEGQURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU NIP ... (24)..cninid ORI
U, TINDAKAN PENAGIHAN  AKAN ‘ : :
DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN
SURAT PAKSA.

{(Pasal 8 UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 19 Tahun 2000)

Tembusan:
) SRR 215 R,
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC ....{26].....

* coret yang tidak periu

<
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawah1 Kantor Pelayanan
Diisi Kantor Pelayanan penerbit Surat Teguran '
Diisi nomor Surat Tegm an

~ Diisi tanggal, bulan dan tahun diter bltkannya Surat Teguran

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dah /atau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan /atau Cukai

Diisi jenis surat penetapan, atau surat keputusan yang belum
dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi nomor surat penetapan surat penetapan, atau surat
keputusan -

Diisi tanggal surat penetapan, surat penetapan, atau surat
keputusan S
Diisi jumlah utang bea masul

Diisi jumlah utang bea masuk anti dumping, bea masuk anti
dumping sementara, bea masuk imbalan, bea masuk imbalan
sementara, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk
tindakan pengamanan sementara '

Diisi jumlah utang cukai

Diisi jumlah utang PPN

Diisi jumlah utang PPnBM _

Diisi jumlah utang PPh Pasal 22

Diisi jumlah utang denda administrasi

Diisi jumlah utang bunga atas keterlambatan pelunasan

Diisi jenis utang lainnya

Diisi jumlah utang lainnya

Diisi jumlah total utang

Diisi nama KXantor Pelayanan yang melakukan - monitoring
penagihan ‘

Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan yang
menerbitkan Surat Teguran : :
Diisi NIP Kepala Kantor Pelaya_nan yvang menerb1tkan Surat
Teguran

Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan pmtang

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan
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C. FORMULIR STCK-2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : - ' STCK-2.
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI . .
KANTOR WILAYAH DJBC ................... (L)eeeeieieen
KANTOR .....coooiivviiiininn v o2},

........ (B i e
Yth, , .
Nama D e N ) T
NPWP PN (3] TP
NPPBKC e e (7] '
Alamat e (B) e

SURAT TEGURAN
Nomor: S- ........ 9...........

’ Menunjuk Surat Tagihan Nomor ... (LO)....... tanggal ......(11)...... dan Keputusan Péngangsul‘an
Nomor ........ (12)....... tanggal .....coeeeis (13)eeeninnnn, , hingga saat ini Saudara belam melunasi tagihan utang
dengan rincian sebagai berikut: ’ : R

Jenis Tagihan Jumlah (Rp)
Cukai e s (1) e iaens
Sanksi administrasi berupa denda PP TUPRTTUURUUN (i £=1 FOUPU e
Bunga T eiieeieeesee s R 01 P VRO eereas
' Jumlah RP cooviviininincnnniees 74 U e e
TP PO PP PO PR 0 )
Uraian terjadinya tagihan
............................................................................ 2 D TR

..................................................................................................................................................................

Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut dalam janglka waktu: palmg lama 21
(dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran ini dan buleti pelunasan agar disampaikan
kepada Kepala Kantor .......occoeeeiiiiiinnnn, 210} PO

PERHATIAN

TAGIHAN BEA CUKAI HARUS DILUNASI
DALAM WAKTU PALING LAMA 21 (DUA
PULUH SATU] HARI SEJAK TANGGAL| ... ... @L)ooeereererrreeren
SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS 10702 (22). v,
WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN BEA
DAN CUKAI AKAN DILANJUTKAN DENGAN

PENERBITAN SURAT-PAKSA,

{Pasal 8 UU Nomaor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor, 19 Tahwn 2000) '

Termbusan:
) (23]t ;
2 i (24) i
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PETUNJUK PEN’GISIAN

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawaln Kantor Pelayanan
Diisi Kantor Pelayanan penerbit STCK-2

Diisi nama tempat/kota Kantor Pelayanan

Diisi tanggal d1terb1t1<an11ya STCK-2

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukal

Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai |

Diisi nomor STCK-2,

Diisi nomor Surat Tagihan .

Diisi tanggal Surat Tagihan

Diisi nomor Keputusan Pengangsuran

Diisi tanggal Keputusan Pengangsuran

Diisi jumlah nilai utang cukai yang ditagih (dalam angka) _

Diisi jumlah besarnya sanksi administrasi berupa denda (dalam angka)
Diisi jumlah tagihan bunga (dalam angka)

Diisi jumlah total tagihan utang {dalam angka)

Diisi jumlah total tagihan utang (dalam huruf)

Diisi uraian terjadinya utang :

Diisi nama Kantor Pelayanan yang melakukan monitoring penaglhan

Diist nama - dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayana_n yang
menerbitkan STCK-2

Diisi NIP Kepala Kantor Pelayanan yang menerbltkan STCK- 2
Diisi Direktur yang menangani cukai :
Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan plutang

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan
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D. FORMULIR SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI .
KANTOR WILAYAH DJBC ................ S TR

Berdasal lkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pa_]ak dengan Surat
Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dengan ini d1permtahkan
kepada:

Nama S S G TR '

NPWE L PR PTPR (5)...... B PP PPN

NPPBKC  eveceeeeeeeeeeeneeeeraensennenn {B) v

Alamat O PP (7] e

untuk melunasi sekaligus atas utang bea masuk dan/ataun culai se_]umlah Rp.iie (8)...... hegeeeis

dengan rincian sebagali berikut:

Nomor dan
Tanggal Nonior dan :
Surat Penetapan/ Tanggal Surat Jenis Utang (Rp) i
Surat Tagihan/ | Teguran/ STCK-2 _ p
Surat Keputusan :

a. Bea Masuk : s P B Y fevee
b. Bea Masuk Anti Dumping/Bea | ......oon (12} eiiernrnnns
Masuk Anti Dumping Sementara/ | = ' .
Bea Masuk Imbalan/Bea Masuk
Imbalan Sementara/Bea Masuk
Tindakan Pengamanan/Bea Masuk

Tindakan Pengamanan sementara S
........ O)....... e {10) e c. Cukai - RN N
d, Denda Administrasi (Pabean) | ... (1) iviiinnees
e. Denda Administrasi (Cukai} - i PP TTTeTTon (15).ines .
f. Bunga {Pabean) N N 1) I
g. Bunga{Cukai) ] L. (17). . eenees
h. i (18).iiiiniiaes ] e (19).....cceemn
TOTAL UTANG | e en(20).
LEXDIIAIIE (c1iereiieiinreeereeeeieeiinin st s et e 23 8 TS U TP PRO ST ]
pada hari ...... 22)......... tanggal...... (23}, bulan....(24)......... tahun....... {25).ccns i :
......... (26)..icegeeeee 27 )
Kepala Kantor
............... (28}..oieenn.
NIF......con. (29)...0iinnnn.
Tembusan:
Lo v [1s) WU ;
2, e 33 I
3. Kepala Kantor W11ayah DJBC .....(32).......
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawah1 Kantoz Pelayanan

Diisi Kantor Pelayanan penerbit Surat Perintah Penagihan Seket;ka
dan Sekaligus (SPPSS) :

Diisi nomor SPPSS .
Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan /atau Cukal
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai,
diisi jika Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukam mempunyai
NPPBKC

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan /atau Cukai

Diisi jumlah tagihan utarig (délam angl¢ca) :
Diisi nomor dan tanggal Surat Penetapan, Surat Tagihan, atau
Surat Keputusan

Diisi nomor dan tanggal Surat Teguran atau STCK-2.

Diisi jumlah utang bea masuk (dalam angka)

Diisi jumlah utang bea masuk anti dumping, bea masuk anti
dumping sementara, bea masuk imbalan, bea masuk imbalan
sementara, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masulk
tindakan pengamanan sementara (dalam angka) '

Diisi Jumlah utang cukai (dalam. arigka)

Diisi jumlah utang Sanksi Admmlstram bcrupa Denda ch bldang
Kepabeanan (dalam angka)

Diisi jumlah utang Sanksi Administrasi berupa Denda di bldang
cukai (dalam angka) o :
Diisi jumlah wutang bunga di bidarng Kepabeana_n Jkarena
keterlambatan pelunasan {dalam angka) -

Diisi jumlah utang bunga di bidang cukai karena keterlambatan
pelunasan {dalam angka)

Diisi jenis utang lainnya

Diisi jumlah utang lainnya (dalam angka)

Diisi jumlah total utang (dalam angka)

Diisi jumlah total utang (dalam huruf)

Diisi nama hari utang harus dilunasi.

Diisi tanggal utang harus dilunasi (dalam huruf)

: . Diisi nama bulan utang harus dilunasi {dalam huruf)

Diisi tahun utang harus dilunasi (dalam huruf)

Diisi nama kota diterbitkannya SPPSS ‘

Diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya SPPSS

Diisi nama Kepala Kantor Pelayanan yang menerbitkan SPPSS
Diisi NIP Kepala Kantor Pelayanan yvang menerbitkah SPPSS

Diisi Direktur yang nienangani penerimaan' dan piutang

Diisi Direktur yang menangani cukai, j'ika terkait dengan tagihan
culkai :

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahl_ I{antmr Pelayanan
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E. FORMULIR SURAT PAKSA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI .

KANTOR WILAYAH DJBC ........ s {(1)eeieeinnnnn, Ceerrens
BANTOR. .......oovvicviriiieeeeeeseinns 12) ST
SURAT PAKSA
Nomor: ............... (3) e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR........ G T
Menimbang bahwa:
Nama o (B)e e,
NPWP L e (6)...... .
NPPBEKC i, (7)o,
Alamat L reerierere s (Bl

. Menunggak utang bea masuk dan/atau cukai dan biaya penagihan Bea Masuk dan/ataulCukai dengan
rincian sebagali berikut: ‘ : .

Nomor dan
Tanggal
Surat Penetapan/
Surat Tagihan/
Surat Keputusan

Nomor dan .
Tanggal Surat : Jumlah
Teguran/ Jems. Utang Utang (Rp)
STCK-2/SPSS ST

a. Bea Masuk- S
b, Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti (12) ,,,,,,
Dumping Sementara/Bea Masuk Imbalan/Bea s
Masuk Imbalan Sementard/ Bea - Masuk
Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan. |-
Pengamanan sementara®) . :

c. Cukal Cverireen (13)..0.ees
........ 9)....... con(10)....... |- Denda Administrasi (Pabean) N (OO ¢ X N
e. Denda Administrasi {Cukai} - : I (15).........
f. Bunga (Pabean) | . (16)....0i-n
g. Bunga (Cukai) . C | e (17 .
B vevenene (18).ccinrrnns I I (19).........
i, Biaya Penagthan Bea Masuk dan/atau Cukal [ ......... (20)..000000,
TOTALUTANG | e (21)enenn :

Dengan ini: :
1. memerintahkan Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai termasuk pengurus atau pihak - pihak yang
tercantum dalam surat keterangan Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai, untuk membayar

jumlah utang bea masul dan atau/cukai sebesar Rp. ....... 22)....... (erenns {23).:.....} ditambah dengan
biaya penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai sebesar Rp. SUDU 2.1 IO PP (25)...... ), dalam wakt 2 (dua)
kali 24 (dua puluh empat jam) sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini serta menyampaikan bukti
pelunasan kepada Kepala Kantor..... (26].....

2. memerintahlkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain
yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas
barang-barang milik Penanggung Bea Masuk dan Jatau Cukai apabila dalam walktu 2 (dua) kali 24
(dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini diberitahukan tidak-dipenuhi. o

PERHATIAN ‘ _
_TUNGGAKAN HARUS DILUNASI DALAM WAKTU Ditetaplkan di D e 1217 PO

2%24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA Pada Tanggal e (28}
INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN | . _
PENAGIHAN UTANG AKAN DILANJUTKAN DENGAN | Kepala Kantor.

PENYITAAN. ‘
(Pasal 12 Ayat {1) UU No. 19 tahun 1997 tentang (29—:' _ _
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa NIP(SO)} """""
sehagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tabun | 70 s s
2000)

Tembusan:
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawah1 Kantor Pelayanan
Diisi Kantor Pelayanan penerbit Surat Paksa -

Diisi nomor Surat Paksa _

Diisi Kantor Pelayanan penerbit Surat Paksa _ )

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/&atau Culkai

Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi NFPBKC Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai, diisi jika
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai mempunyai NPPBKC

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/ atan Cukai

Diisi nomor dan tanggal Surat Penetapan, Surat Tag1han atau Surat
Keputusan

Diisi nomor dan tanggal Surat Teguran, STCK-2, atau SPPSS
Diisi jumlah utang bea masulk {dalam angka)

Diisi jumlah utang bea masuk anti dumplng, bea masuk anti dumpmg
sementara, bea masuk imbalan, bea masuk imbalan sementara, bea
masuk tindakan pengamanan, dan atau bea masuk tindakan
pengamanan sementara {(dalam angkay) '

Diisi jumlah utang cukai (dalam angka)

Diisi jumlah utang Sanksi Administrasi berupa Denda di bidang
Kepabeanan (dalam angka)

Diisi jumlah utang Sanksi Administrasi berupa Denda di bidang cukal
(dalam anglka)

Diisi jumlah utang bunga di bidang Kepabeanan karena keterlambatan
pelunasan (dalam angka)

Diisi jumlah utang bunga di bidang cukai karena keterlambatan
pelunasan (dalam anglka)

Diisi jenis utang lainnya.

Diisi jumlah utang lainnya (dalam angka).

Diisi jumlah biaya penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai (dalam
angka]

Diisi jumlah total utang (dalam angla) _ _

Diisi jumlah total utang bea masuk dan/cukai (dalam anglka)

Diisi jumlah total utang bea masuk dan/cukai (dalam hiirqf)

Diisi jumlah biaya penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai (dalam
angkay

Diisi jumlah biaya penagihan Bea Masuk dan / atau Culkal (dalam
hurui) , '
Diisi Kantor Pelayanan yang melakukan monitoring penagihan

Diisi nama kota diterbitkannya Surat Paksa o

Diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Surat Paksa

Diisi nama Kepala Kantor Pelayanan yang menandatangani Surai
Paksa

Diisi NIP Kepala Kantor Pelayanan yang ménanclatangani Sufat Paksa
Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan plutang

Diisi Direktur yang menangani cukai, jika terkait dengan tagihan
cukai.

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahix Kantor Pelayanan
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F. FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGEKA

IMPOR (SP3DRI}

KEMBNTERfAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIL

KANTOR WILAYAH ......ooovoerer. (Lrerrerreerns e

RANTOR ....coovvveereerrevrreeeeesrsen (2)-rerrerreernnn e

Yth, 1.Direktur......c.(3)oerrer. . o (51
2.Kepala .......... [ T .

Nomor: 8-.......... B)eeeeninnn.

Sehubungan dengan Surat Teguran nomor .......... (7). s tanggal .......... (8 dengan ini kami
beritahukan bahwa: .
Nama P, s (D) oo
NPWP D eeeeerenie e (1O} i e
NPPBKC PR 0 T STITOY
Alamat et (L2) i
mempunyai utang pajak yang berkaitan dengan pungutan impor sebagaimana dimaksud dalam .........
(13}..eenee. TIOIMOL vvvviverees (14). s tanggal........... (19)iiriiinan

Jenis dan jumlah utang: ‘
PPN © URD et (1B} ceeeeeeeeeeeeereeeee st eseereenene e aenenne e
PPh Pasal 22 PORP A TP S PPPOTPPIN
PPnBM L RD (18} PPN
Jumlah DORD e 03" ) UUROI SR PU ORI
Terbilang (ot /210 ] PP )

Selanjutnya piutang tersebut di atas dilimpahkan kepada Saudara untuk penyelesaian lebih lanjut
Demilian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima Ica51h

Kepala Kantor

Tembusan: . _

1 PV O P PP PP PPRR: (23 s
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC..................... (24) v,
3. PHOPIMALL it (25 i .

J



Nomor
Nomor

Nonior
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nombr
‘Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomeor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA .

.12 - .
PETUNJUK PENGISIAN '

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawaln Kantor Pelayanan

Diisi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai penerbit Surat Pemberitahuan
Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) '

Diisi Direktur pada Direktorat Jenderal Pa}ak yang menangam
penaglhan paj jak
Diisi Kantor Pelayanan Pajak tempat NPWP Penanggung Bea Masuk- :

‘dan/atau Cukai terdaftar

Diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya SP3DRI -
Diisi nomor SP3DRI

Diisi nomor Surat Teguran

Diisi tanggal Surat Teguran .

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea'Masuk dan/atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai, diisi j’ika
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai mempunyal nomor NPPBKC

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai -

Diisi jenis Surat Penetapan, Surat Taglhan atau Sulat Keputusan
misalnya SPTNP, SPKTNP

Diisi nomor Surat Penetapan, Surat Tagihan, atau Surat I{eputusan
Diisi tanggal Surat Penetapan, Surat Tagihan, atau Surat Keputusan
Diisi jumlah utang PPN (dalam angka) _

Diisi jumlah utang PPh pasal 22 (dalam angka)

Diisi jumlah utang PPnBM (dalam angka)

Diisi jumlah total utang (dalam angka}

Diisi jumlah total utang (dalam huruf)

Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanm yang
menerbitkan SP3DRI '
Diisi NIP Kepala Kantor Pelayanan yang menerbitkan SPBDRI

Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan piutang

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan
Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
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G. FORMULIR STCK-3
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA _ S STCK-3
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - .
KANTOR WILAYAH DJBC............ 43 TR
KANTOR......ooovmiiriernnicmninniinn i 12 T
Nomeor : ..... (3}.......... ............... ) VI
Sifat - :  Segera ‘ :
Lampiran L, (4
Hal :  Penyerahan Penagihan Utang Pajalc
Yth. 1.Direktur ............ (=) DR
- 2.Kepala ........coov (4 PP,

Nama L (B)eii

NPWP L e L) TP

NFBKC L (A0

Alamat L e (11}

Bidang usaha @ ... (12}).c.c0uin P,

mempunyai utang pajak yang berkaitan dengan pelunasan utang cukai sebagai berikut;

Nomor dan tanggal dokumen cukal @ .oovivivrveiineeeroniniie i SC) RO e SSTUTR
Jumlah tagihan sebesar D RD PR 0 TS UPF T PO
S PP TIUCO PP PP PPRO PP {15) i SO ) dengan bukti tcrlamp1r

Utang pajak ter sebut di atas kami serahkan kepada Saudara untuk mendapatkan penyelesa1an lebih
lanjut.
Demikian disampaikan untuk mendapatkan perhatian.

Kepala Kéntor,

Tembusan: -

£ TSR (L8)oniiiinnn,
2 T DU UP I PPPORUPR (19)..cnnen.
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC ......... (210 D

4, PIMPInan . (21)..



Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5]
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10
(11)
(12)

Nomor
Nomor

Nomeor (13)
Nomor {14)

Nomor {15).

Nomor (16)

Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)

% ‘ "'!'li'\ S

£
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Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pelayanan

Diisi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai penerbit- Surat Penyerahan
Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (STCK-3)

Diisi nomor STCK-3 _

Diisi jumlah lampiran STCK-3

Diisi tanggal, bulan dan tahun d1terb1tkannya STCK—

D11S1 Direktur pada Direktorat Jenderal Pajak yang menangani
penagihan pajal

Diisi Kantor Pelayanan  Pajak tempat NPWP Penanggung Bea Masuk
dan/atau Cukai terdaftar

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan /atau Cukai

Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan /atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan Jatau Culkai

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan /atau Cukai

Diisi bidang usaha yang dijalankan Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukat

Diisi nomor dan tanggal dokumen cukai
Diisi jumlah utang pajalk (dalam anglka)
Diisi jumlah utang pajak {dalam huruf)

Diisi nama dan tanda tangan Kepala  Kantor Pelayanan yang
menerbitlkkan STCK-3

Diisi NIP Kepala Kantor Pelayanan yang menerbitlkan STCK-3
Diisi Direktur yang menangani cukai

Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan piutang

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan
Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai



MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

H. FORMULIR SURAT PERMOHONAN BANTUAN PEMBERITAHUAN SURAT
PAKSA ' ' o : : : o

KOP SURAT DINAS

No. DS [ T (3)..i...
Sifat - L Segera : '

Lampiran D o 2 T

Hal :  Permohonan Bantuan Pemberitahuan Surat Paksa

Yth, Kepala ............ (4)eeniinnenn

.............................. (157 P

Sesual Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, dengar ini dimohon
bantuan Saudara untuk memberitabultan Surat Paksa terhadap Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
sebagali berikut : ' . :

Nama PO (Bl e
NPWP e e U, S
NPPBKC e (B y
Alamat L e (2] R .

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya divcapkan terimakasih,

Kepala Kantor

................ [§30) TN
NIP .......... (11)eernes,
Tembusan:
1. (12} ;
2 (L3)eirieininnins
3. Kepala Kanwil DJBC ......... (14)......
4, Kepala Kanwil DJBC ......... (15)......



Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Normor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

C“%&: o
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Diisi normor Surat Permohonan. Ba.ntuan Pemberitahuan Surat Paksa

Diisi jumlah lampiran Surat Permohonan Bantuan Pembentahuan
Surat Palesa |

Diisi tanggal, bulan dan tahun diterbltkannya Surat Permohonan‘

Bantuan Pemberitahuan Surat Paltsa ‘
Diisi nama Kantor Pelayanan yang dlmmta Bantuan Pembentahuan

Surat Paksa

Diisi alamat Kantor Pelayanan yang chmmta Bantuan Pemberitahuan
Surat Paksa :

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/ atau Culkai
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai, d11s1 jika
Penanggung Bea Masuk dan / atau Cukai mempunyai nomor NPPBKC

Diisi Alamat Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor yang menerb1tkan Surat
Permohonan Bantuan Pelaksanaan Surat Paksa

Diisi NIP Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Permohonan

Bantuan Pelaksanaan Surat Paksa

Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan piutang

Diisi Direktur yang menangani cukai, dalam hal terkait tagihan
cukai

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan yang
meminta bantuan . _

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantpi‘ Pelayanan yang
diminta bantuan



el IS
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I. FORMULIR SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

KOP.SURAT DINAS

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
NOMOR .o, (Leererrreeerirrnon,

Nama L e reerre 7] ST

NPWP D e (3]s
NPPBKC T rererr e (4) s :
Alamat T everrreerereneerrens (5] erereerencnnnrnnnne
Telah dilalcukan penagihan pajak dengan surat paksa nomor ........ 6)....... tanggal ...... (7}...... namun

hingga saat ini belum juga melunasi Utang Bea Masuk dan/atau Cukai, maka sesuai dengan Pasal 12
Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pa_]ak dengan Surat Paksa sebagalmana telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 dengan ini diperintahkan kepada :

Nama N (B
NIP L virrerrrraraanearens 5 TR
Jabatan : Jurusita Bea dan Cukai

pada ............. {10)1riirmeeecnnicinicnnns

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/ atau barang tidalk bergerak) milik
Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai yang berada i tempat Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
maupun yarig berada di tangan orang lain,

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang
telah merncapai usia 21 {dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.’

Berita acara pelaksanaan sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat .......... (1 l] .......... hari
setelah pelaksanaan penyitaan. '

Kepala Kantor

................ (L3)iiiiiiiiieeaas
NIF .eonnn, S TR
Tembusan:
oo (15) iieneennriinenn.
12 T (16)eriiiiiiiannins



Nomor
Nomor
Nomor
Nomer

Nomo;
Nomor
Normor
Nomor
Normor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

MENTER|I KEUANGAN -
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Diisi nomor Surat Perintah Melalc_san'aka'_ﬁ Penyitaan
Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cuka:l

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cuka1 d1181 _}lka'
Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai mempunyai nomor -
NPFBKC

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan / atau Cu.kau

Diisi nomor Surat Paksa

Diisi tanggal Surat Paksa

Diisi nama Jurusita Bea dan Culkai -

Diisi Nomor Induk Pegawa1 Jurusita Bea dan Cukai

Diisi nama Kantor Pelayanan tempat Jurusita Bea dan Cukau
bertugas :

Diisi jumlah hari Berita Acara Pelaksanaan Sita dlsampalkan

Diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun d1terb1tkannya Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan

Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan

Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan -

Diisi Direktur yang menangani Penerimaan dan Piutang _

Diisi Direktur yang menangani cukai, dalam hal telka_tt taglhan
cukai

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawa.ln Kantor Pelayanan

yang memerintahkan penyitaan.
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J. FORMULIR SURAT PERMOHONAN BANTUAN PELAKSANAAN PENYITAAN

KOP SURAT DINAS

No. I [} FROUUU : : : erareee (3} .
Sifat :  Segera ) :
Lampiran . PR /2] T )

Hal : Permochonan Bantuan Penerbitan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Palsa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Namor 19 tahun 2000, dengan ini. dimohon
bantuan Saudara uniuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ferhadap Penanggtung Bea
Masuk dan/ atau Cukai sebagai berikut:

Nama L e (=) PP TR e
NPWP e (7)...... T TOTOOTUTUIION
NPPBKC L v (B [T :
Alamat N () D

Apabila Saudara telah selesal melakukan penyltaan dimohon untuk segera rneiaporkan kepada
kami dengan dilampiri:
a. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
b. Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
c. lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor

................ (10)..........
NIP ..ol (31)eeeernen.
Tembusan:
L et {12)...cceees ;
1 SRR {(13)innnn, :
3. Kepala Kanwil DJBC ......... (14).....c.n0s ;

4, Kepala Kanwil DJBC ......... (15).......... ;

#coret yang tidak perlu

™



Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

(11)

(12)
(13)
(14]

(15)
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Diisi nomor Surat Permohonan. Bantuan Penerbrcan Surat Penntah
Melaksanalkan Penyitaan :

Diisi jumlah lampiran Surat Permohonan Bantuan Pe.nerbltan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan

Diisi tanggal, bulan dan tahun d1terb1t1cannya Surat Permohonan.
Bantuan Penerbitan Surat Perintah Melaksanalkan Penyitaan

‘Diisi nama Kantor Pelayanan yang d1m1nta bantuan Penerbitan Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan

Diisi alamat Kantor Pelayanan yang diminta bantuan Penerbitan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan :

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai _
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukal diisi jika
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai mempunyau nomor NFPBKC

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan yang
menerbitkan Surat Permohonan Bantuan Penerbitan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan :

Diisi NIP Kepala Kantor Pelayanan yang menerbitkan Surat
Permohonan Bantuan Penerbitan Surat Permtah Melaksanakan
Penyitaan ,

Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan plutang
Diisi Direktur yang menangani cukai, dalam hal terkait tag‘ihan culeai
Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor. Pelayanan yang

- meminta bantuan pelaksanaan penyitaan

Diisi nama Kantor Wilayah yarg membawahi Kantor Pelayanan yang
diminta bantuan pelaksanaan penyitaan




Ly
AINTRR )
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K. FORMULIR SURAT PENCABUTAN SITA

KOP SURAT DINAS
Nomor L, W o &
Sifat : Segera
Lampiran D e ) T '
Hal . - : - Pencabutan Sita
Keﬁada :
Nama P ()
NPWP = R (Bherereeerresier s,
NPPBKC L s ] RS
Alamat D e, (2 T

Berhubung Saudara telah melunasi Utang Bea Masuk dan/ -atau Cukai, maka sesuai dengan Pasal
22 Undang-Undang Notor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penyitaan atas barang milik Saudara yang telah
dilakukan pada tanggal ..... reeerrene ) I dengan ini DICABUT,

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor

NIP ....... {10}ereeeccnns
Tembusan:
) (11).eiiicnannns beees
2o (12) i,
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC ............. (13)....oen.



Nomaor
Nomor
Nomor

Nomeor
Nomor
Nomor

Nomeor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
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Diisi nomor _Surat.Pencabutan Sita
Diisi jurnlah lampiran Surat Pencabutan Sita -

Diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Surat Pencabutan
Sita

: . Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cuké‘i

Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan / atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai, diisi _;ika
Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukat mempunyal nomor
NPPBKC

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukm
Diisi tanggal dilaksanakannya penyitaan

Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan
Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan
Diisi Direktur yang menangani Penerimaan dan Piutang

Diisi Direktur yang menangani cukadi, dalam hal terkait tagihan
cukai _ .

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pelayanan
yang mengajukan pencabutan Sita
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L. FORMULIR SURAT PERMINTAAN = PEMBLOKIRAN HARTA KEKAYAAN
PENANGGUNG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TERSIMPAN DI BANK

KOP SURAT DINAS

Nomor : TP (1)ireniinnes : : s ()i,
Sifat ’ ¢ Segera ' ’ .
Lampiran T i 12 P

Hal : Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan

Penanggung Bea Masuk Dan/Atau Cukai
Yang Tersimpan Di Banlk

Sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Pasal ....(5)...... Peraturan Menteri
Keuangan nomor...... 6)...... tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/Atau Cukai, dengan ini
diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran secara seketika atas harta kekayaan
Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sebesar ...... (7}....... (ceerne(B)irsnnnn) terhadap:
Nama L PPN (D)
NPWP L s (10) i, PTTTOROT R
NPPBKC D e (L1)ereiiiiiie s
Alamat D e e (12)......... e

Permintaan pemblokiran ini disebabkan karena yang bersangkutan tidak melunasi Utang

Bea Masulk dan/ atau Cukai sebesar .......... {(13).ceiiinnn. {..... (14)...;....) dengan rincian sebagaimana
terlampir, dan kepada Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukal telah. disampaikari Surat Paksa
TIOIFLOL ivieenennnn {(15)....c.cin. tanggal ........ (16)cenrennnnn. dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat
Paksa Nomor ............. (17) e tanggal ..o W {18)

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasafnanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Tembusan:
1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2 e (1)
3 (22). i




Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomuor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
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Diisi nomor Surat Permintaan Pemblokiran
Diisi jumlah lamplran :

Diisi tanggal, bulan dan tahun dlterbltkannya surat Permintaan
Pemblokiran Kekayaan Penanggung Bea Masuk Dan/ atau Cukai

. . Diisi nama dan alamat bank yang dimintakan pemblokiran

Diisi pasal dalam peraturan menteri keuangan mengenau tataca_ra
penagihan bea masuk dan /atau cukai

Diisi nomor Peraturan Menten Keuangan mengeneu Tatacara
Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi jumlah nang (dalam angka) yang dimintalkan pembloklran
Diisi jumlah nang (dalam huruf) yang dimintakan pembl_olqran
Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/ atau quai
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai, diisi jika.
Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai mempunyal NOomaor
NPPBKC

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
Diisi jumlah utang {dalam angka)

Diisi jumlah utang (dalam huruf)

Diisi nomor Surat Paksa

Diisi tanggal Surat Paksa

Diisi nomor Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
Diisi tanggal Berita Acara Pemberitahuan Surat Pak_sa
Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelaysnan
Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan .
Diisi Direktur yang menangani peneriméan dan pi"li'tang
Diisi Direktur yang menangani cukeu dalam hal terkait tag1han
culkai v

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawahl Kantor Pelayanan
vang mengajukan pemblokiran rekening. : ‘
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-25- :
KOP SURAT DINAS

Lampiran Surat Permintian Pemblokiran
Nomor @ . {1)...... e
Tanggal : ... TR (2)...... e

RINCIAN PERHITUNGAN UTANG BEA MASUK DAN/ -ATAU CUKAI

No Jenis Utang . Jumlah Utang (Rp)
) TRy (3ot | i (4). i, rrrrredeiens
2o | i (38)eenierrericinirienee | b enirae (48] e
3. | e 5] =) P T I TV PO (4b). i
4. | N T N - o .
dst. .

Total Utang | ......... TP N (] :

Kepala Kantor



Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

(1)

(2)

(3), (3a),
3b),(3c), ds’g
(4), (4a), (4b),
(4c), dst

(3)

(6)

(V)
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PETUNJUKAPEN'GISIAN

Diisi Nomor Surat Permintaan Pemblol«nran

Diisi. tahggal, bulan dan tahun  Surat Permmtaan
Pemblokiran

Diisi rincian tagihan, misal :

Angka 3 : Diisi Bea Masuk
Anglca 3a : Diisi Cukai
Angka 3b : Disii bunga

Anglka 3c : Disii biaya penagihan Bea Masuk dan/ atau
Cukai

Diisi jumlah utang (dalaln angka)

Diisi total utang (dalam a_ngka)
Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan
Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA |

-7 -

M. FORMULIR SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN OBLIGASI/ SAHAM DAN
SEJENISNYA :

KOP SURAT DINAS

Nomor PPN  § RS ' A e '.'...(3]._. .........
Sifat 1 Segera : ‘
Lampitan D e, 7] RO .
Hal : Permintaan Pemblokiran dan Keterangan

tentang Rekening Efek yang tersimpan pada

Kustodian

Yth.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Sesuai Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Pasal ....(5)...... Peraturan Menteri
Keuangan nomaor...... {6)...... tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/Atau Cukai, dengan ini
diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran secara seketika atas harta kekayaan
Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai berupa obligasi, saham, dan - sejenisnya sebesau
...... (7). oo{eeeee(8). .. ...) terhadap :

Nama - PSP (9]
NPWP T (10)eeiiiiiniinn,
NPPBKC ST PURT €5 5 OO e
Nomor Rekening L e 0] T
Alamat D e (13} BOTUOIUIUUTRUROIOTOO
Permintaan pemblokiran ini disebabkan karena yang belsangkutan tidak melunasi utang
Bea Masuk dan/ atau Cukai sebesar .......... (14).innns I (15)........ ) dengan rincian sebagaimana
terlampir, dan kepada Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai telah disampaikan Surat Paksa
NOTAOT evvernennsn (S35 tanggal ........ (17}, dengan Berita Acara Pemberliahuan Surat
Paksa Nomor ............. {(18)irircreninnn. tanggal ............. (19)cciiniinnnn, . :

Untuk keperluan penyitaan atas rekening efek tersebut, pemblokiran héndaknya disertai
dengan pemberian keterangan tentang jenis, jumlah dan rincian dari rekemng efek yang diblokir
tersebut kepada : . :

Nama P (20)...... PP
Jabatan L trrerrereeeeeeene (21)

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

Direktur Jenderal

e ereee e raaeaan (22). e
NIP oo (23) i
Tembusan:
) (24). i
2 e, (25)ciiiiiinns

3. Kepala Kantor Wilayah DJBC....(26}.......
4, Kepala Kantor Pelayanan......(27}..........



Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomaor

(1)
(2}
(3)

(4)
(5)

(7)
(8)
()

(10)
(11)

MENTERI KEUANGAN .
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PETUNJUK PENGISIAN

i ,
Diisi nomor Surat Permmtaan Pemb101<1ran
Diisi jumlah lampiran '

Diisi tanggal, bulan dan tahun. d1terb1tkannya Surat
Permintaan Pemblokiran. '

. Diisi alamat Dewan Komlsloncr Otontas Jasa Keuangan

Diisi pasal dalam peraturan = menteri = keuangan _
mengena1 tatacara penaglhan bea masuk da,n/atau _
cukai :

Diisi nomor peraturan m'eﬁte_ri keu'angan‘ mengenai
tatacara penagihan bea masuk dan/atau cukai

Diisi jumlah uang (dalam angka) yang dimintakan
pemblolkiran ‘ '
Diisi jumlah uang (dalam huruf) yang dimintalkan
pemblokiran . ' '
Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/ atau ‘Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung HBea Masuk dan/ atau "Cukai',
diisi jika Penanggung Bea Masuk dan/ ataun Culkai
mempunyai nomor NPPBKC

Diisi nomor 1ekenmg Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai : :
Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cuk'u
Diisi jumlah utang {dalam angka)

Diisi jumlah utang (dalam huruf)

Diisi nomor Surat Paksa

Diisi tanggal Surat Paksa .

Diisi nomor Berita Acara Pembel 1tahuan Surat Paksa
Diisi tanggal Berita Acara Pembentahuan Surat Paksa

Diisi nama pihak yang diberi lcetera_ngan pemblokiran,
diisi dalam hal permintaan =~ Pemblokiran tersebut
disertai dengan permintaan Kketerangan tentang
rekening efek pada Kustodian. = - - _ '
Diisi jabatan pihak yang diberi keterangan pemblokiran, -
diisi dalam hal permintaan Pemblokiran ' tersebut
disertai dengan permintaan keterangan = tentang
rekening efek pada Kustodian '

Diisi nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Bea dan
Culkai :

Diisi Nomor Induk Pegawal D1rektur Jenderal Bea dan
Cukai .

Diisi Direktur yang menangani Penerimaan dan Piutang
Diisi Direktur yang menangani cukai, dalam hal terkait .
tagihan cukai '

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang - membawah1 ‘Kantor
Pelayanan yang mengajukan pemblolﬂran rekemng

Diisi Kantor Pelayanan yang menga_]ukan ‘pemblokiran
rekening.
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KOP SURAT DINAS

Lampiran Surat Permintaan Pemblokirann
Nomotr ¢ e (L) e, '
Tanggal @ .oceviieiinnn, eeeeene (@) .

RINCIAN PERHITUNGAN UTANG BEA'MAVS_UK DAN/ ATAU CUKAI

No Jenis Utang - Jumlah Utang (Rp} -
1. 1 i ()i b v e () i
2o ] e (3R] e b e ean fdad.coiini
S oI (31)ee i ] e (4h)
I P 1) P RO T P O PO TP PUTTTon G T
dst, ‘

Total Utang | .oocoviieiiiniiiinnnns (S)....... reereenrareiione

Kepala Kantor



Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

(1)

@) .

(3), (34,
(3b},(3¢), dst.
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi Nomor Surat Permintaan Pemblokiran ‘
Diisi tanggal, bulan dan tahtuin  Surat Permintaan -
Pemblokiran : :

Diisi rincian utang, misal :

Angka 3 : Diisi Bea Masuk

Angka 3a : Diisi Cukai

Angka 3b : Disii bunga

Angka 3c : Disii biaya penagihan Bea Masuk dan/atau
Cukai "

Diisi jumlah utang (dalam angka)

Diisi total utang (dalam angka) .
Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan
Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan



Sl
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. FORMULIR SURAT PERINTAH PEMBERIAN KUASA KEPADA BANK UNTUK
MEMBERITAHUKAN HARTA KEKAYAAN :

KOP SURAT DINAS

SURAT PERINTAH UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK UNTUK
MEMBERITAHUKAN SALDO KEKAYAAN PENANGGUNG BEA MASUK DAN/ ATAU CUKAI
YANG TERSIMPAN DI BANK g .

Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tah‘uh 2600 te_nfang Tata
Cara Penyitaan dalam Ranglka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Pasal ....(2)..... Peraturan
Menteri Keuangan nomor....{3)...... tentang Tata Cara Penagﬂlan Bea Masuk Dan/ Atau Cukai,

Diperintahkan kepada :

Nama D e e SPTT (4)..ccnn J PP
NPWP L e (3] DO reeeas
NPPBKC L e (B
Alamat PP PO v

Untuk memberikan kuasa kepada :

Pimpinan Bank 1 s 2 T
Alamat Banlc L erererrir e (9)eeei e, TP

Untuk memberitahukan salde kekayaan Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai yang
tersimpan pada banlk kepada Jurusita Bea dan Cukai ;

Nama L e 0 ) PO
NIP : L e (1), revere
Alamat L e eieeie e, (12} i e
.................. (L3)eeeiiaiis
Jurusita Bea dan Cukai,
................ (14) e iomnreeiieeaeees
NIP .o {18} i
Tembusan:
1. Kepala............. (16).........

- TN 4 T




Nomor
Nomor

Nomor

Nomeor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Vi s
e
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-32.
PETUNJUK -PEN'GISIAN

Diisi nomor Suraft Perintah Pemberian Kuasa

Diisi pasal dalam peraturan meriteri keuangan yang
mengenai tatacara penagihan bea masuk dan/atau
cukai :

Diisi nomor peraturan menteri keuangan yang mengenai .
tatacara penagihan bea masuk dan/atau cukai

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai, diisi jika Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai mempunyai nomor NPPBKC.

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
Diisi nama Bank yang diberi kuasa

Diisi alamat Banlk

Diisi nama Jurusita Bea dan Cukai

Diisi nomor Induk Pegawai Jurusita Bea dan Cukai
Diisi alamat Jurusita Bea dan Cukai

Diisi tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya Surat
Perintah Pemberian Kuasa

Diisi nama dan tandatangan Jurusita Bea dan Culai
Diisi Nomor Induk Pegawai Jurusita Bea dan Cukai

Diisi nama Kantor Pelayanan tempat Jurusita Bea dan
Cukai bertugas

Diisi nama pimpinan bank tempat harta kelkayaan
Penanggung Bea Masulk dan/ atau Cukai tersimpan -
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O. FORMULIR SURAT PERMINTAAN PENCABUTAN BLOKIR

KOP SURAT DINAS

Nomor ST (Lerereeen. . o e, ) P :
Sifat : Segera ' ' '
Lampiran T i 2] IO
Hal o Pericabutan Pemblokiran
Kepada
................. (4) i,
Sehubungan dengan surat kami nomor ........... 5] T : tanggﬁl ........ {B}........
hal........... {4 P , dengan-ini disampaikan bahwa Utang Bea Masuk dan/ atau Cukai dan biaya

penagihan telah dilunasi oleh Penanggung Bea Masulk dan/ atau Cukai, maka sesuai dengan Pasal
S5 Peraturan Pemerintali Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Pasal ....(8)...... Peraturan Menteri Keuangan
nomor.....(9)....... tentang Tata Cara Pecnagihan Bea Masuk Danj/Atau Cukai, dengan ini diminta
kepada Saudara untuk mencabut pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Bea Masuk
dan/ atau Cukai sebagai berikut:

Nama D e (LO) i,
NPWP P PPN (I, eerieeeiea
NPPBEC D v {12})....... feerensrrers e
Alamat U (13)eriiii s

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. -

Kepala Kantor

Tembusan:
) (16},
2 T (17) i

4. Kepala Kantor Wilayah DJBC ............. (19).ccnnee




Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomor:

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

(1)
(2)

RE

(17)
(18)

(18)
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Diisi nomor Surat Permmtaan Pencabutan Pemblokuan
Diisi jumlah lampiran '

Diisi- tanggal, bulan dan tahun dlterbllkannya surat |
Permmtaan Pencabutan Pemblokiran

-Diisi pimpinan dan alamat banlk yang chrmntakan :
pencabutan pemblokiran, dalam  hal- permohonan
pencabutan pemblokiran' atas harta kekayaan
Penanggung Bea Masuk dan/ _at'au Cukai yan'g '
tersimpan di banlk . :

- Diisi ketua dan alamat Otoritas Jasa Keuangan datam
hal permohonan pencabutan pemblokiran atas harta
kekayaan Penanggung Bea Masuk dan/ atau Culkai
berupa rekening efek. :

Diisi nomor surat permintaan pemblokiran _
Diisi tanggal surat perndintaan pemblokiran
Diisi perihal surat permintaan pemblokiran

Diisi. pasal dalam - Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tatacara ‘Penagihan Bea Masuk dan/atau
Cukai

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Tatacara Penag1han Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi nama Penanggung Bea Masuk darn/ atau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai,

diisi jika Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukau
mempunyai nomor NPPBKC. :

Diisi alamat Penanggung Bea Masulk dan/.dtau Cukai
Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan
Diisi nomor induk pegawai Kepala Kantor Pelayanan

Diisi Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dalam ‘hal
permohonan pencabutan pemblokiran atas Tharta
kekayaan Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
yang tersimpan di bank : T :

Diisi Direktur yang menangam Penerxmaan dan Plutang

Diisi Direktur yang menangani cukai, dalam hal terkait
tagihan cukai

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor.
Pelayanan yang mengajukan pencabutan pembloeran




f);;,;{g@ﬁ’*
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P. FORMULIR SURAT PERINGATAN UNTUK PENYITAAN PIUTAN G

s

KOP SURAT DINAS

Nomor ... (1) S (3)eceeeioniennn. -
Sifat i Segera :

Lampiran T e (2)eeenn.n. .

Hal : Permgatan Penyitaan Piutang untuk Pelunasan

‘Utang Bea Masuk dan/ atau Cukai

........................................

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Normor
19 Tahun 2000 diatur bahwa untuk pelunasan Utang Bea Masuk dan/ atau Cukai dapat
ditempuh dengan melakukan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Bea Masuk dan/
atau Culkai yang berada di ’Langan pihak lain, antara lain berupa piutang

. Berdasarkan catatan kami, hingga saat ini Saudara belum j juga melunasi Utaﬁg Bea Masuk

dan/ atau Cukai sebesar ........ (S5)euvenrnnnns {(.....(6)........ ), dan kepada Saudara telah disampaikan
Surat Paksa nomor ... 74 P tanggal ........ () IO dengan: Berita = Acara
Pemberitahuan Surat Palcsa Nomor ............. 9)............... tanggal ............. (10).ceeees

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini, Saudara tetap tidak
melunasi Utang Bea Masuk dan/ atau Cukai tersebut, kami akan segera melakukan tindakan
penagihan alktif, berupa penyampaian. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap piutang
Saudara sesual dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagalmana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

Kepala'l{antdr,

Tembusan
[ 0 T
- S {14}




Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
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Diisi nomor Surat Peringatan
Diisi jumlah lampiran Su,rat Permgatan

Diisi tanggal, bulan dan tahun dlterbltkannya Surat .

Per ingatan.

Diisi nama dan alamat Penanggung Bea Masulc dan/ -

atau Culrai

Diisi jumlah utang (dalam angka)

Diisi jumlah utang (dalam huruf)

Diisi nomor Surat Paksa (dalam huruf)

Diisi tanggal bulan. dan tahun Surat Paksa -(daiam
hurui ' ‘

Diisi nomor Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
Diisi tanggal Berita Acara Pemberitahuan' Surat P_altsa '
Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayarian
Diisi nomor induk pegawai Kepala Kantor Pelayz_triaﬂ
Diisi Direktur yang menangani Penerimaan dan Piutang
Diisi Direktur yang menangani cukeu dalam hal terkait
tagihan cukai

Diisi Kantor Wilayah DJBC yang membawahl Kantor
Pelayanan yang mengajukan pemblokiran rekening.
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FORMULIR SURAT PERMOHONAN PENCEGAHAN :
KOP SURAT DINAS
Nébmor L s (L), " - _ OUTTNTE: < | R
Sifat : Segera . ‘
Lampiran O V2] PO
Hal ’ :  Permohonan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri

Yth. Menteri Keuangan
~melatui Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Sesuai dengan Pasal 29, 30, 31, dan 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajalc dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan
ini diajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri te1hadap Penanggung Bea Masuk dan/atau
Cukai sebagai berikut: .

1. Nama L P, T e
2. Nomor Identitas i perreinns 15 T FOURIOR TR
3. Tempat dan Tanggal lahir L trererrrrrreeeeeeereer e e e eaneaan i Bl P
4, Alamat  iirrrrieeereen e e e e eeve s 74 S S SUTR, SR
5. Jenis Kelamin RPN R [£5] PO v ieieeineaieaas Cveenee
6. Agama R S (O}t PP
7. Kewarganegaraan ST e {10}, S, et
8. Pelcerjaan N U e (11)........ e e TSN
9. Jabatan L e rinaeene et r——————— (L2} rerres
Permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri tersebut diajukan dengan'alasan
a. Jumlah Utang Bea Masul dan/atau Cukai sebesar Rp........ (13)... e {14 )
b. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang Bea Masuk dan/ atau Cukal karena ..o W 150,

Berkenaan dengan hal tersebut, diusulkan agar pencegahan bep&jrgian'_'l'ce"lu-ar' negeri terhadap
Penanggung -Bea Masuk dan/ atau Cukai dimaksud, dilaksanakan =~ dalam jangka ~wakiu
........... (16}....(..(17)..)..... bulan. Untuk melengkapi permohonan pencegahan bepergian ke Iuar negeri,
terlampir disampaikan : : :

a. lktisar permohonan pencegahan ke luar negeri
b. Foto kopi dokumen kelengkapan

Demikian disampailcan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon dapat diproseg;lebih lanjut.

Kepala Kantor

................ EL
. NIP ........... 216 O
Tembusan:
TR (21)1rreeoereeeeeeeeoenern
YRR ) HON
B oo e T
4. Kepala Kanwil DJBC .....ooovoren. (24).cceiiiiien




Nomor
Nomor
Nomaer

Nomeor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomeor
Nomor

Nomor

Nomor

(11)

(12)
(13)
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Diisi Nomor Surat Permintaan Pencegaha_n
Diisi jumlah lampiran Surat Permintaan Pencegahan
Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Surat

_ Permintaan Pencegahan

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan / atay Culkai

Diisi nomor identitas Penanggung Bea Masulk dan/ atau
Cukai (diisi nomor XTP, SIM atau Passport) -

Diisi tempat dan tanggal lahir Penanggung Bea Masuk
dan/ atau Cukai :

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi jenis kelamin Penanggung Bea Masulk dan/ atau
Culkai

Diisi jenis agama Penanggung Bea Masuk dan/ a‘tau '
Cukai ‘

Diisi kewarganegaraan Penanggung Bea Masuk dan/
atau Cukai

Diisi pekerjaan Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai

Diisi jabatan Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukal
Diisi jumlah Utang Bea Masuk dan/atau Culkai (dalam
angka)

Diisi jumlah Utang Bea Masuk dan/atau Cuksu (dalam
huruf)

Diisi alasan diragukannya itikad baik Penanggung Bea
Masuk dan/ atau Cukai dalam melunasi utangnya

Diisi lamanya waktu pencegahan (dalaim angka)

Diisi lamanya walktu pencegahan (dalam huruf)

Diisi dokumen lain yang perlu dilampirkan

Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan
Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan
Diisi Direkiur yang menangani Penerim’aa_ﬂ dan Pidtahg .
Diisi Direktur yang menangam cukai, dalam hal terkmt :
tagihan cukai o
Diisi Direktur yang menangani penindakan dan
penyidikan ‘ _—

Diisi Kantor Wilayah yang membawahi Kantor
Pelayanan e
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KOP SURAT DINAS

IKHTISAR PERMOHONAN PENCEGAHAN KE LUAR NEGERI

Nama S T O P SRR (1), SUTTRT UUTI
NPWP © & roovoieeeeeeees e, 2 P e,
NEPBKC  ©  eovveveeeeeeeeeeeeorene oo (3ot oo
Alamat @ L () e,

[. Daftar Rincian Utang

No Jenis Utang Jumlah Utang

| PO (5] | i, (6)......... i

- I {(58).ccrreiriiirrriiere | i, (Ba) e

T PO (1) RO TP TTTTPTPTPTUUPUOUPPTPTTOR (1o ) IRTTTTPYPTOT UUTOU
G, | (5¢) i | i, f6C) i s

Dst. Py S

Total Utang [ «...ccooernrnnns SIS U S
II. Tindakan penagihan yang telah dilakukan

No. | Tindakan Penagihan Nomor Tanggal ' Keterangan

1 | Surat Penetapan/ | .......... (B)eeiee | e (9) '

Surat Tagihan :

2. | Surat Teguran = | ... (10)....... Cveeienns (11.......

3. | Surat Paksa = | ... 02 N TR (13).......

4. |SPMP (14),0ies | arernnnans (15}

5.0 e (16)....vcenn... :

I, Upaya Hukum yang dilakukan Penanggung Bea Masuk dan/ atan Cukai

Jenis Nomor Tanggal Putusan Keterangan
Keberatann | ..., (17).... | ... (18}.... - | ... {19}.. : '
Banding = I ... (20).... | ... 21.... | ... (22)..

Peninjauan | e {(25).
Kembali | o {23).... | ... (24)..
(26).........

IV. Kelengkapan Dokumen

1.

Fotocopy Identitas Pe-naﬁggung Bea Masuk dan/atau

Cukai

a. KTP/SIM/Pasport
b. NPWP

c. NPFBKC

d. Akte Perusahaan

Fotocopy Dokumen Penagihan

a. Surat Penetapan/Surat Tagihan

b. Surat Teguran
c. Surat Paksa

d. SPMP

- Ada  Tidak
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. Fotocopy Dokumen Upaya Hukum

a. Putusan Keberatan _
b. Putusan Banding

c. Putusan Peninjanan Kembali

L T R A I NP

Kepala Kantor




Nomor
Nomeor
Nomor

" Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomuor .
Nomeor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
quor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

(@)
(5), (54},
(5b),(5¢), dst
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/-atau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea Masult dan/ atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukali,
diisi jika Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
mempunyai nomor NPPBKC.

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukau
Diisi rincian Utang, misal :

Angka 3 : Diisi Bea Masul

Angka 3a : Diisi Cukai

Angka 3b : Disil bunga

Angka 3c : Disii biaya penagihan Bea Masuk dan/atau
Cukai '

Diisi jumlah Utang (dalam angka)

Diisi total Utang

Diisi nomor Surat Penetapan/ Surat Tagihan

Diisi tanggal Surat Penetapan/ Surat Tagihan

Diisi nomor Surat Teguran

Diisi tanggal Surat Teguran

Diisi nomor Surat Paksa

Diisi tanggal Surat Paksa

Diisi nomor Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
Diisi tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
Diisi tindakan penagihan lain yang sudah dilakukan
Diisi nomor Putusan Keberatan '

Diisi tanggal Putusan Keberatan

Diisi hasil Putusan Keberatan

Diisi nomor Putusan Banding

Diisi tanggal Putusan Banding

Diisi hasil Putusan Banding

Diisi nomor Peninjauan Kembali

Diisi tanggal Peninjauan Kembali.

Diisi hasil Peninjauan Kembali

Diisi upaya hukum lain yang dilakukan Penanggung
Bea Masuk dan/ atau Cukai.

Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelaya.nan
Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan
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R. FORMULIR SURAT PERMOHONAN IZIN PENYANDERAAN

KOP SURAT DINAS
Nomor S (Forreonnn. ) EUARPRON i IO
Sifat : Segera ; )
Lampiran : veieeeenn(2) i, ’ o
Hal - : JPermaohonan Izin Melakukan Penyanderaan

Yth. Menteri Kenangan
melalui Direlktur Jenderal Bea dan Cukai

Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penaglhan Pajak dengan Surat
Paksa sebagaimana telah diubah denpgan Undanpg-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diajukan
permohonan izin melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai sebaga1 berikut:

L. Nama T e FTRPPPUPPRRRRRESRRPNY 3 IR T PPN
2. Nomor Identitas L i rreeierrree e anas (5) i e v r e e
3. Tempat dan Tanggal lahir L rtrersreeernee e DURURUNN () R e
4, Alamat | PP (7). T S e
5. Jenis Kelamin D e Crreee et e et s e eeenns 41 TR UUT VOV U UOE TR OROTPPRRPPPRE
6. Apama S PP (9).en i e
7. Kewarganegaraan L e e (LO) it e
8, Pekerjaan § eeeerer e 1) PP e
9. Jabatan e (12 e

Permohonan izin melakukan penyanderaan tersebut digjukan dengan alasan : :
a. Jumlah Utang Bea Masuk dan/atau Cukai sebesar Rp........ {13)eiennnnns eeeiaens (14}..coeeennns ..}
b. Diragukan itilkad baiknya dalam pelunasan utang Bea Masuk dan/ atau Cukai karena ....... el 15..] ......

Berkenaan dengan hal tersebut, diusulkan agar penyanderaan terhadap Penanggung Bea. Masul dan/
atau Cukai dimaksud, dilaksanakan dalam jangka waktu ........... {(16)....(..(17}).}..... bulan. - Untuk melengkapi
permohonan izin melakukan penyanderaan, terlampir disampaikan : B .

a. Iktisar permohonan penyanderaan.
b. Foto kopi dolkumen kelengkapan

Demikian disampailcan, apabila Bapak tidalc berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut.

Kepala Kanto_z_"

................ (19)iciiiiiiiiinininnnnes
NIP ........... [220) FUUUURI
Tembusan:
1o 2Ll
12 S (22) e
3 e 121G P
4. Kepala Kanwil DJBC ............... (24).cennniis




Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

- Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nemor
Nomor
Nomor
Nomeor

Nomor
Nomeor
Nomor
Nomor
Nomor
Nom.or
Nomor

Nomor
Nomor
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor Surat Permohonan Izin Penyanderaan

iisi jumlah lanipirah Surat Permohorian’_lzin- Penyanderaan

Diisi tanggal, bulan dan tahun = Surat Permohonan Izin
Penyanderaan

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi nomor identitas Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukau
(diisi nomor KTP, SIM atau Passport)

Diisi tempat dan tanggal lahir Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/ ataw Cukau

Diisi jenis kelamin Penanggung Bea Masuk dan/ atat Cukai
Diisi jenis agama Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi kewarganegaraan Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
Diisi pekerjaan Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi Jabatan Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi jumlah Utang {dalam angka)

Diisi jumlah Utang {dalam huruf)

Diisi uraian yang menjadi alasan keraguan terhadap itikad
Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai- :

Diisi usulan lama penyanderaan (dalam angka)

Diisi usulan lama penyanderaan (dalam hurliﬂ

Diisi dokumen lainnya ' '

Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan
Diisi NIP Kepala Kantor Pelayanan -
Diisi Direktur yang menangani Penerimaan dan Pmtang

Diisi Direlstur yang menanganl cukai, daia.m hal terkait tagihan
culkai '

Diisi Direktur yang menangani penindakan dan penyi_dikan
Diisi Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan
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- KOP SURAT DINAS

IKHTISAR PERMOHONAN MELAKUKAN PENYANDERAAN

Nama ' e 0 T Uy S OO S
NPWP © 0 7 PO UOPPPRUTP PP
NPPBEKC @ e (3 e
Alamat @ (A) i ORI

I.  -Daftar Rincian Utang

No Jenis Utang
1o i, (5] i, () T S T
VT T L T AT TP (221 T TP
3. | i {SD)eeiiriiinieiiinnie | i [(5)s) I U OTOTTORTe
S T TTTCT I {50)iiiiieiiniiniiiie | e (BC) i
Dst,
Jumlah | e, A T P T TIon
II. Tindakan penagihan yang telah dilalkukan

No. | Tindakan Penagihan Nomor Tanggal Keterangan

1 | Surat Penetapan/ | .......... (B)oeeeen | e, 9)....... '

Surat Tagihan

2. | Surat Teguran | ..oceons, (10} ceiree | oeveniian, {11).......

3, | BuratPaksa = | ... (12} | i {13).......

4, | spMP |l (14} e | orvnnenn, {(15).......

SRR T {(16)...cceuinnns

III. Upaya Hukum yang dilakukan Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Jenis Nomor Tanggal Putusan Keterangan
Keberatan | ... (17}).. e (18).... e f19). L :
Banding | ... o). | .. eh.... | ... (22)....

Peninjavan | ... | a0 | e {25)..
Kembali =~ . | (23).... | ... (24).
..... (26)...c00

IV. Kelengkapan Dokumen N
1. Fotocopy Identitas Penanggung Bea Masulk dan/atau Ad-;a 4 ='._‘"I_‘1'dal€
Cukai .
a. KTP/SIM/Pasport
b. NPWP

c. NPPBKC

d. Akte Perusahaan

Fotocopy Dokumen Penagihan

a. Surat Penetapan/Surat Tagihan

b. Surat Teguran

¢. Surat Paksa : S

d. SPMP ' R
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. Fotocopy Dokumen Upaya Hukum

a. Putusan Keberatan

b, Putusan Banding

c. Putusan Peninjaunan Kembali

...............................

Kepala Kantor




Nomor
Nomor
Nomér

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Neomor
Nomor
Nomor
- Nomor
Nomuor
Nomor

Nomor
Nomor
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan /Iatau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai, -
diisi jika P’enanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
mempunyai nomor NPPBKC.

Diisi alamat Penanggung -Bea Masuk dan/ atau Cukai
Diisi rincian Utang, misal :-

Angka 5 : Diitsi Bea Masuk
Angla 5a : Diisi Cukai
Angla 5b ; Disii bunga

Anglka 5c @ Disii biaya penagihan Bea Masuk dan/ atau
Cukai

Diisi jumlah Utang (dalam angka)

Diisi total Utang 7

Diisi nomor Surat Penetapan/ Surat Tagihan

Diisi tanggal Surat Penetapan/ Surat Tagihan

Diisi nomor Surat Teguran '

Diisi tanggal Surat Teguran

Diisi nomor Surat Paksa

Diisi tanggal Surat Paksa

Diisi nomor Surat Perintah Melaksanakan Peny1taan
Diisi tanggal Surat Perintah Melaksanaka_n Penyltaan
Diisi tindakan penagihan lain yang sudah dilakukan
Diisi nomor Putusan Keberatan

Diisi tanggal Putusan Keberatan

Diisi hasil Putusan Keberatan

Diist nomor Putusan Banding

Diisi tanggal Putusan Banding

Diisi hasil Putusan Banding

Diisi nomor Peninjauian Kembali

Diisi tanggal Peninjauan Kembali

Diisi hasil Peninjauan Kembali

Diisi upaya hukum lain yang dilalkukan Penanggung
Bea Masuk dan/ atau Cukai.

Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pel-ayanan
Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelajianan
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S. FORMULIR SURAT PERINTAH PENYANDER_AAN

KOP'SURAT DINAS

Pertimﬁéngan

Dasar

Untulk

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN
Nomor:..........oeeveenn, (1} ...... —

Untuk kepentingan penagihan pajak dalam ranglka mengamankan pcucumaan
keuangan negara perlu dilakukan penyanderaan :

1,

2.

Fasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penaglhan Pajak Dengan
Surat Paksa;

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajal, Dan Pemberian Ganti
Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Halk Asasi
Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan nomior ;: 294/KMK.03/2003
Tanggal 23 Juni 2003 tentang Tata Cara Penitipan Peuanggung Pajak Yang
Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pa_]ak Dengan
Surat Paksa;

Surat Paksa Nomor ............ 1] T Tanggal: ........... B , dan Berita
Acara Pemberitahuan Surat Paksa nomor ... PN (3 IR Tanggal
............ {(5)eceviiiriinns; . . -
Surat Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan NOINOL  ovveneennn, (B)reerinrinnnnn
tanggal ..o ) P ;
DIPERINTAHKAN |
Nama/ NIP L PN Bl
Panglat e (9 e
Jabatan :  Jurusita Bea dan Cukai
Narma/ NIP E PPN (10hooiiiie,
Pangkat D e (11)niiinnnns P,
Jabatan D et (F2)en i
Nama,/ NIP L rereerirrrr et (13)eriiiiiiin,
Pangkat L eerreerrener et [
Jabatan D i (15) i,

. a. Melakukan Penyanderaan terhadap Penanggung Bea Masuk dan atau Culkai

dengan indentitas scbagm bcnkut

Nama D e FUOT (10).oiviiiiiiiiinn,
Nomor Identitas PO O 1 4 PR PR
Tempat dan Tanggal lahir D i (I8
Alamat N ce{19) .
Jenis Kelamin L e (210 TP
Agama T e (21
Kewarganegaraan L e (22} e
Pekerjaan L e (230
Jabatan L e (24)ei e,

b. Penyanderaan dilaltakan dengan alasan Penanggung Bea Masuk dan/atau
Cukai mempunyai Utang Bea Masuk dan/atau’ Cukai sebesar

¢. Penyanderaan dilakukan dalam jangka waktu ...... (27]....'..;-(...(28)....) bulan dan
Penanggung Bea Masulk dan / atau Cukai ditempatkan di ............ 29) e

Membuat DBerita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Bea
Masuk dan / atau Cukai d1tempatkan di tempat penyanderaan/rumah tahanan
Negara. : .
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Dikeluarkan di © ... AT (B0)eeeeivisiiinirerneenenns
Pada tanggal Toeeereniane e (Bl
Kepala Kantor
................ (B2 evviiiiiieiinnens
NIP .o (33
: Pada hariini........ (34l tanggé.l ............ (35) ............. bulan....... ' (36]..: ...... tahun.......(37).......
Surat Perintah Peniyanderaan diserahlan kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai yang disandera.

Yang Menyerahkan/Jurusita Bea Cukai

Yang Menerima/Penanggung Bea Masuk dan/atau
Cukai Yang Disandera




Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

(1)

(8)
(9)
(10 dan {13)
(11) dan (14)
(12) dan (15)

(16)
(17)

(18)

(19)
(20)

(21)
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PETUNJUK PEN'QISIAN

Diisi nomor Surat Perintah Penyanderaan
Diisi nomor Surat Paksa

Diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Surat
Palsa .

. Diisi Nomor Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa

Diisi tanggal, bulan dan tahun dlterbltkannya Berita
Acara Pemberitahuan Surat Paksa .

Diisi nomor Surat lzin Penyanderaan ,

Diisi tanggal, bulan dan tahun Surat Izin Penyanderaan
Diisi nama dan NIP Jurusita Bea dan Cukai yang alkan
melakukan penyanderaan

Diisi pangkat Jurusita Bea dan Cukal yang akan
melakukan penyanderaan ‘ '

Diisi nama dan NIP Pegawai yang akan melakukan
penyanderaan

Diisi  pangkat Pegawai yang akan mela.kukan
penyanderaan ' -

Diisi jabatan Pegawa1 yang akan melakukan
penyanderaan '

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan / atau Cukal '

Diisi nomor identitas Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai (diisi nomor KTP, SIM atau Passport)

Diisi tempat dan tanggal Iahn Penanggung Bea Masuk
dan/ atau Cukai ‘

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan / atau Cukai

Diisi jenis kelamin Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai

Diisi jenis agama Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai

Diisi kewarganegaraan Penanggung Bea Masuk dan/
atau Cukai

Diisi pekerjaan Penanggung Bea Masuk da_n/ atau
Cukai

Diisi jabatan Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukau
Diisi jumlah utang (dalam angka)

Diisi jumlah utang (dalam huruf)

Diisi usulan lama penyanderaan (dalam’ angka)

Diisi usulan lama penyanderaan (dalam huru]‘.}

Diisi tempat Penanggung Bea Masuk dan/ atau  Cukai
ditempatian ‘

Diisi kota Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan

Diisi tanggal, bulan dan tahun Surat Perintah
Penyanderaan diterbitkan RN I ‘
Diisi nama dan tanda tangan" (epalar Kanfor yang
menerbitkan Surat Perintah, Penyanderaan PR
Diisi NIP Kepala Kantor yang . ';n rb1tkan Surat
Perintah Penyanderaan -
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Nomor {34) : Diisi nama  hari penyerahan Surat  Perintah
Penyanderaan kepada Penangung Bea Masuk dan/ atau
Cukai

Nomor (35) :  Diisi tanggal {dengan hurui) penyerahan Surat Perintah
Penyanderaan kepada Penangung Bea Masuk dan/ atau
Culkai

Nomor (36) :  Diist bulan (dengan huruf) penyerahan Surat Perintah
Penyanderaan kepada Penangung Bea Masuk dan/atau
Culkai .

Nomor {37) :  Diisi tahun (dengan huruf) penyerahan Surat Perintah
Penyanderaan kepada Penangung Bea Masuk dan/atau
Cukai

Nomor (38) : Diisi nama dan tanda tangan pihak yang menerima
Surat Perintah Penyanderaan

Nomor (39) :  Diisi nama dan tanda tangan Jurusita Bea dan Cukai
/pihak yang menyerahkan Surat Perintah Penyanderaan

Nomor (40} : Diisi Nomor Induk Pegawai Jurusita Bea dan
Cukai/pihak yang menyerahkan Surat Perintah
Penyanderaan

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO UMUM

wb. i, ttd.
KEPALA BAGIAN MW, KBMENTERIAN
h R MUHAMAD CHATIB BASRI

fi P " “.1\"{}'1 R\
GIAR Oé - . 3\_\_it,!i.'::" (})M ‘\
NIP 195504200684021001" )

g /
N - A

e




LAMPIRAN II

___,. =
WA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE
%Mm nowor 111/FHK.04/7013 sia.

TENTANG

MENTERI KEUANG’AF&TA CARA PENAGIHAN BEA MASUK DAN/A'I‘AU CUKAI

REPUBLIK INDONESIA

A. PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN STCK-1

A. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai:

"1, Kepala Seksi Penagihan menylapkan STCK-1 sesuai peruntukkan dan
meneruskan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan

2. Kepala Bldang Per bendaharaan dan Keberatan menehtl STCK-1 kemudian

a. mcnandatanga.m STCK-1 dan menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi
Penagihan, dalam hal ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan untuk
menandatangani STCK-1; atau .

b. meneruskan STCK-1 kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk disetujui, dalani
hal yang menandatangani STCK-1 adalah Kepala Kantor Pelayanan.- '

3. Kepala Kantor Peié.yana_n meneliti dan menandatangani STCK-1 dan
menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi Penag1ha.n melalui Kepala Bldang
Perbendaharaan dan Keberatan. , .

4, Kepala Seksi Penagihan:

a. membukukan STCK-1 ke dalam Buku Catatan Khusus Penaglhan Utang
Cukai, atau ke dalam Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembahan {SAPP),
dalam hal telah menerapkan SAPP; dan o

b. mengiritnkan STCK-1 sesuai peruntukkannya.

B. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya° :

1. Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian menyiapkan STCK-1
sesuai peruntulklkan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.

2. Kepala Seksi Perbendaharaan:

a. menandatangani STCK-1, dalam hal ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan
untuk menandatangani STCK-1; atau

b. meneruskan STCK-1 kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk disetujui,
dalam hal yang menandatangani STCK-1 adalah Kepala Kantor Pelayanan.

3. Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan mehandatangani' STCK-1 dan
menyerahkan kembali kepada Kepala Subscksi Acim1mstras1 Penagihan dan
Pengembalian melalui Kepala Seksi Perbendaharaan .. .

4. Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembaliari

a. membulukan STCK-1 ke dalam Bulku- Catatan Khusus Penagihan Utang
Culkai atau ke dalam SAPP, dalam hal telah menerapkan SAPP dan

b. mengirimkan STCK-1 sesuai peruntukkannya.
C. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tlpe Pratama '

1. Kepala Subseksi Pelbendaharaan dan Pelayanan menyiapkan S’I‘CK—I sesuai
peruntukkan, kemudian:

a. meneliti dan menandatangani STCK-1, dalam hal d1tunju1 3 leh leepa_la Kantor

Pelayanan untuk menandatangam STCK-l

b. meneruskan STCK-1 kepada Kepala Kantm Pelayanan
dalam hal yang menandatangani STCK-1 adalah Kepal E:

{11 uk d1setuju1 :
) Pelayanan
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2. Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan ‘menaandatangani STCK-1 dan
menyerahkan kembali kepada Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.,

3. Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan:

a. membukukan STCK 1 ke dalam Buku Catatan Khusus Penaglhan Utang
Cukai atau ke dalam SAPP, dalam hal telah menerapkan SAPPR, dan

b meng1r1mkan STCK-1 sesuai peruntukkannya.

D. Penanggung Cukai menerima STCK-1 .lenibar' ke-1 dan menandétangani tanda
terima,
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B. PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT TEGURAN ATAU STCK-2

A, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukal :

i1, Kepala Seksi Penagihan menerbitkan Surat Teguran ' atau STCI{ 2 'sesuai
peruntukkan dan menyampalkannya kepada Kepala Bldang Per bendaha,t aan dan
_Keberatan

2. Kepala: Bidang Perbendaharaan dan Keberatan meneliti dan ‘meneruskan Su1 at
Teguran atau STCK-2 kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk dlsetujul

3. Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan menandatangani Surat Teguran atan
STCK-2 dan menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi Pe11ag1ha.11 melalui
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberata_n :

4. Kepala Seksi Penagihan:

a. membukukan Surat Teguran atau STCK-2 ke dalam Buku C'e'xtaitan Khusus
Penagihan Utang Bea Masuk dan/atau Cukai atau ke dalam Sistem Aplikasi
Piutang dan Pengembalian {(SAPP), dalam hal telah mener -apkan SAPP; da_n ‘

b. mengirimkan Surat Teguran atau STCK 2 sesuai peluntukkannya
B. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya. '

1. Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Péngcmballan. mérierbﬂkan Surat
Teguran atau STCK-2 sesuai peruntukkan dan menyampml{annya kepada Kepala
Seksi Perbendaharaan.

2. Kepala Seksi Perbendaharaan menelii dan meneruskan Surat Tegulan atau
STCK-2 kepada Kepala Kantor Pelayanan untulk d1setu_1u1 . :

3. Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan menandatangam. Surat Teguran atau
STCK-2 dan menyerahkan kembali kepada Kepala Subseksi Administrasi
Penagihan dan Pengembalian melalui Kepala Secksi Perbendaharaan.

4. Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Perigembaliari: '

a. membukukan Surat Teguran atau STCK-2 ke dalam Buku Catatan Khusus
Penagihan Utang Bea Masulc dan/atau Cukai atau ke dalam SAPP, dalam hal

telah menerapkan SAPP; dan
b. mcngmmkan Surat Teguran atau STCK—Z sesual peluntukkannya ‘
C. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 'I‘1pe Pratama .

1. Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan menelbnkan Surat Teguran
atau STCK-2 sesuai peruntukkan dan meyampalkannya kepada Kepada chala

Kantor Pelayanan. :
2. Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan menandatangam Surat Teguran atau

STCK-2 dan menyclahkan kembali kepada’ Subsekm Pcrbendahalaan dan

Pelayanan. S S

3. Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan:

a. mcmbukukan Surat Teguran atau STCK-2 ke dalam Buku ‘Catatan Khusus
Penagihan Utang Bea Masuk dan/atau Cukai atau ke claiam SAPP dalam hal
telah menerapkan SAPP; dan _ ‘ : _

b. mengirimkan Surgt Teguran atau STCK-2 sesual

D. Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai menenma Sura I'e b :ta‘ﬁ; S‘I‘CK-Z
dan menandatangam tanda tenma . i e
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C. PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENAGIHAN

SEKETIKA DAN SEKALIGUS

A,

. Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai menerima SPPS

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Culai:

¢ 1. Kepala Seksi Penaglhan menylapkan Surat Permtah Penag1han Seketika dan
Sekaligus (SPPSS) sesuai peruntukkan dan menyampmkannya kepada Kepala-

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan.

2. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan meneliti dan meneruskan SPPSS

kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk dlsetujul

3. Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan mena_ndatangani SPPSS c'lén‘ rhenyerahkan
kembali kepada Kepala Seksi Penag1han melalui Kepala B1dang Perbendaharaan
dan Keberatan.

4. Kepala Seksi Penagihan:

a. membukukan SPPSS ke dalam Buku Catatan Khusus Pe'nagihén Utang Bea
Masuk dan/ Cukai atau ke dalam Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian.
(SAPP), dalam hal telah menerapkan SAPP; dan

b. mengirimlkan SPPSS sesuai peruntukkannya.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ‘I‘1pe Madya

1. Kepala Subseksi Administrasi Penaglha_n dan Pengembahan menerbltkan SPPSS.

sesuai  peruntukkan dan menyampaikannya kepada "Kepala  Seksi
Perbendaharaan. '

2. Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan meneruskan SPPSS kepada Kepala
Kantor untuk disetujui.

3. Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan menandatangani SPPSS dan menyerahkan
kembali kepada Subseksi Administrasi Penag1han dan Pengembahan meialul Kepala
Seksi Perbendaharaan.

4. Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian:

a. membukukan SPPSS ke dalam Buku Catatan Khusus Penagihan Utang Bea
Masuk dan/ Cukai atau ke dalam SAPP, dalam hal telah menerapkan SAPP; dan

b. mengirimkan SPPSS sesuai peruntukkannya. T T

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama:

1. Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan menerbitkan SPPSS sesual
peruntukkan dan meyampaikannya kepada Kepada Kepala Kantor.

2. Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan menandatangani SPPSS. dan menyerahkan
kembali kepada Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.

3. Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan

a. membukukan SPPSS ke dalam Buku Catatan Khusus Penagxhan Utang Bea

Masuk dan/ Culkai atau ke dalam SAPP, dalam hal telah menerapkan SAPP; dan

bh. mengirimkan SPPSS sesuai peruntukkannya

tanda terima.

fiandatangani



oy

‘*xxfm%"’

MENTERI KEUANGAN o
REPUBLIK INDONESIA

o

f'

-5-

D. PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN, .PEMBERITAHUAN BIAYA

PENYAMPAIAN, PENATAUSAHAAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN SURAT

PAKSA

1. PENERBITAN SURAT PAKSA
A. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai:

1.

3.

Kepala Seksi Penagihan:

a. meneliti Buku Catatan Khusus Penagihan Utang Bea Masuk dan/ atau.
Cukai atau Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP )terhadap
Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai yang belum melunasi tagihan
dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran /
STCK-2; dan

b. menyiapkan Surat Paksa sesuai peruntulkan dan menyampalkannya
kkepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan. -

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan meneliti dan meneruskan
Surat Paksa kepada Kepala Kantor untuk disetujui.

Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan menandatangani Surat Paksa dan
menyeérahkan kembali kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan
Keberatan.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan:

a. membuat dan menandasahlkan satu salinan dari 1emba:r asli Surat Paksa
tersebut untuk Penanggung Bea Masul dan/ atau Cukau dan

b. menyampaikan Surat Paksa kepada Kepala Seksi Penag1han

Kepala Seksi Penagihan menyampaikan Surat Palksa kepada Jurus1ta Bea
dan Cukai.

B. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Ma'dia':

1.

Kepala Subseksi Penagihan dan Pengembalian:

a. meneliti Buku Catatan Khusus Penagihan Utang Bea Masuk dan/ atau
Cukai atau SAPP terhadap Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
yang belum melunasi tagihan dalam walktu 21 (dua.pl_lluh satu) hari
sejak dikeluarkan Surat Teguran/ STCK-2; dan R

b. mcnyiapkan Surat Paksa sesuai peruntukkan dan menyampmkannya'
kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.

Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti-dan menc—:ruskan Surat Paksa kepada
Kepala Kantor untuk disetujui.

Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Paksa dan menyerahkan
kembali kepada Kepala ; Seks1 Perbendaharaan. .

Kepala Seksi Perbendaliaraan:

a. membuat dan menandasahkan satu salinan dari 1embaif asli Surat Paksa
tersebut untuk Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukeu dan

b. menyampaikan salinan Surat Paksa tersebut kepada Kepala Sub Seksx
Penagihan dan Pengembalian.

Kepala Subscksi Penaglhan dan Pengembahan m

Surat Palcs_a
kepada Jurusita Bea dan Culai. B
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- C. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sze Pratama:

1.

Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan

a. meneliti Buku Catatan Khusus Penagihan Utang Bea Masuk dan/ atau
Cukai atau SAPP terhadap Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai yang
belum melunasi tagihan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari Sejak
dikeluarkan Surat Teguran/STCK-2; dan : '

b. menyiapkan Surat Paksa sesuai. peruntukkannya dan menyampeukannya '

kepada Kepala Kantor Pelayana_n

Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan'menandataﬂgani"Surat, Paksa dan-
menyerahkan kembali kepada Kepala Subseksi Perbendaharaan dan .

Pelayanan.

. Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan:

a. membuat dan menandasahkan satu salinan dari lembar asli Surat Paksa
tersebut untuk Penanggung Bea Masuk dan/ atau Culkai; dan

b. menyampaikan Surat Paksa kepada Jurusita Bea dan Cukai.

II. PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

1. Jurusita Bea dan Cukai meny1apkan berkas-berkas. terka.lt penyampalan Surat
Paksa antara lain Surat Tugas, Berita Acara Pemberitahuan Surat. Paksa,
Laporan Pelaksanaan Surat Paksa,

2. Jurusita Bea dan Cukai menyampalkan Surat Palsa kepada Penanggung Bea
Masuk dan/atau Cukai. :

3. Dalam hal Jurusita Bea dan Cukai bertemu langsung dengan Penanggung Bea’ :

Masuk dan/atau Cukai:

a.

d.

Jurusita Bea  dan Cukai yang mendatangi tempat tinggal /tempat
kedudulkan Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai harus memperhhatkan
tanda pengenal diri; : :

Jurusita Bea dan Cukai mengemukakan maksud kedatangannya yaitu
memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salman
Surat Paksa tersebut;

memberikan kesempatan kepada Pena.nggung Bea Masuk dan/atau Cukai
untuk memperlihatkan surat-surat keterangan yang : berlcaltan dengan
utangnya guna meneliti jumlah tunggakan yang tercantiim da_'tam Surat

Penetapan/Surat Tagihan/Surat Teguran/STCK-2/SPPSS. dengan jumlah -

tunggakan yvang tercantum pada Surat Paksa; dan

Jurusita Bea dan Cukai dan Penanggung Bea Masuk dan/atau Culkai
menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa. -

4. Dalam hal Jurusita Bea dan Cukai tiddk menjumpaL'Penanggiing Bea Masuk
dan/atau Cukai, maka Jurusita Bea dan Cukai memperhhatkan tanda
pengenal dan menyerahkan salinan Surat Paksa kepada :

a.

keluarga Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukaa atau - orang yang alkil
baligh (dewasa dan sehat mental) dan beltempat tmggal ‘bersama
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai, ' Co

anggota pengurus komisaris atau para persero fda.r;l

bersangloutan; afau .

d -:ﬁi__u_saha 'yang
pejabat pemerintah setempat (Bupatl/Wahkota/ ah:'/'\'S_-ek:'rctaris

Kelurahan), dalam hal mereka tersebut pada huluf
tidak dapat chJumpeu »

hueuf b di-atas
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pihak yang menerima salinan Surat Paksa me_mbubuhkan tanda tangannya
pada Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan salinannya sebagai tanda

terima, dan menyampaikan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Bea
- Masuk dan/atau Cukai yang-bersangkutan,

5. Dalam hal Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai tidalc ditemukan di kantor
-atau tempat usaha atau tempat tinggal maka Jurusita Bea dan Cukai dapat
menyerahkan salinan Surat Paksa kepada:

a. seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawail; atau

b. sescorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak vang sudah
berumur 14 tahun ke atas, atau pembantu rumahnya), kecuali tamu.

6. Dalam hal terjadi perbedaan antara Surat Penetapan/ Surat . Tagzhan/ Surat
Teguran/STCK-2/SPPSS dengan Surat Paksa:

a. Jurusita Bea dan Cukai segera mengembalikan Surat Paksa tersebut
kepada Kepala Scksi Penagihan, Kepala Subscksi Penagihan dan
Pengembalian, atau Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelaym1an dan

b. Kepala Seksi Penagihan, Kepala Subseksi Penagihan dan Pengembalian,
atau Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan menyiapkan Surat
Paksa yang baru dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama
untuk ditandatangani Kepala Kantor sebagai pengganti - Surat Paksa
sebelumnya sesuai dengan data yang sebenarnya.

7. Dalam hal Surat Paksa ditolak oleh Penanggung Bea Masuk da_n/ atau Culai:

a. karena alasan yang tidak jelas, Jurusita Bea dan Cukai setelah memberikan
leterangan seperlunya tetap melaksanakan Surat Paksa tersebut dengan
menyerahkan salinan Surat Paksa kepada yang ber sanglmtan dan

b. apabila Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai” atau wakilnya tetap
menolak, maka salinan Surat Paksa tersebut dapat ditinggalkan pada
tempat kediaman/tempat kedudukan Penanggung Bea Masuk dan/atau
Cukai atau walilnya, dengan demikian Surat’ Paksa. dlanggap telah
diberitahukan.

8. Surat Paksa tidak dapat disampaikan karena: _
a. Penanggung Bea Masul dan/atau Cukai pada alamat ya_rig ‘sama;

1) Jurusita Bea dan Cukai terlebth dahulu mengh'ubungi Pemerintah
Daerah/Desa sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan/ Sekretans
Desa setempat untuk meminta keterangan - mengenm Pena_nggung Bea
Masuk dan/atau Cukai yang bersanglutan; s

2) Jurusita Bea dan Cukai membuat laporan tertulis mengenal sebab sebab
tidak dapat disampaikannya Surat Paksa tersebut dan usa_ha yang telah
dilakukannya;

3) Surat Paksa harus diserahkan kepada Pemermtah Daerah/ Désa
sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan / Sekretaris Desa - yang
bersangkutan, (

4} jika Penanggung Bea Masuk dan/atau Culkai sudah pmdah dan tidak
diketahui alamat yang baru, maka Surat Paksa dapat dltempelka_n pada
papan pengumuman Kantor yang mengawasi; :

b. Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai belp.lljldah.;;l i e

1) jika dalam s&tu kota namun berbeda Kantor Pels
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Jurusita Bea dan Cukai melapor kepada Kepala Kantor- dimana
Penanggung Bed Masuk dan/atau !Cukai tersebut bertempat
tinggal /berkedudukan; : I

Jurusita Bea dan Cukai menyampaikan salinan Surat Paksa tersebut
kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai;

2) jika berlainan kota dan berbeda Kanto1 Pelayanan:

a)

Kepala Kantor yang berwenang mengeluarkan. Surat Paksa ‘meminta
bantuan kepada Kepala Kantor tempat Penanggung Bea Masuk dan/
atau Cukai tinggal/ berkedudukan;

Kepala Kantor dimana Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
bertempat tinggal memerintahkan Jurusita Bea dan Cukai untuk
melaksanakan penyampaian Surat Paksa tersebut;

selanjutnya Kepala Kantor tempat Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai tinggal memberitahukan apa yang telah d11akukannya kepada
Kepala Kantor yang mengeluarkan Surat Paksa; :

dalam hal Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai akan melunasi
utangnya, maka pelunasannya dapat dilakukan di kota tempat
Penanggung Bea Masuk dan/atan Cukai tinggal/berkedudukan atau
di kota tempat Kantor yang menerbitkan Surat Paksa; '

apabila pelunasan dilaksanakan di kota tempat Penanggung Bea
Masuk dan/atau Cukai tinggal/berkedudukan, Kantor -yang
mengawasi mengirimkan bulti pelunasan tersebut kepada Kantor
yvang menerbitkan Surat Paksa; :

c. Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai meninggal dunia:

1} dalam hal harta warisannya belum dibagi:

a)

b)

Pemberitahuan Surat Paksa diserahkan kepada'

(1} salah seorang dari ahli waris Penanggung Bea Masulk dan/ atau
Culkai; :

(2) pelaksana surat wasiat; atau

(3) seseorang yang diberi kuasa untuk mengﬁrus harta/peninggalan
Penanggung Bea Masuk dan / atau Cukai tersebut;

apabila salinan Surat Paksa tidak dapat dlserahka,n Lkepada salah
seorang sebagaimana.disebut di atas maka penyerahan salinan Surat
Palcsa dapat dilakukan seperti pada angka 8 hurufa dan b; :

daiam hal harta warisannya telah dibagi:

a)
b)

S

‘Jurusita Bea dan Cukai menyampalkan Surat Paksa atas nama para’
ahli waris; :

setiap ahli waris dikenakan Surat Paksa sendn 1~send1r1 dan besarnya
menurut perbandingan bagian wansannya masing- masmg, ‘

apabila salinan Surat Paksa tidalc dapat diserahkan kepada salah
seorang sebagaimana disebut di atas maka penyerahan salinan Surat
Paksa dapat dilakukan seperti pada anglka 8 huruf a dan huruf b.
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L. BIAYA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

1.

Biaya penyampaian Surat Paksa terdiri dari biaya harian Jurusita Bea dan
Cukai dan biaya perjalanan yang besarnya scbagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bel laku pada Direktorat Jenderal

-Bea dan Culcai.

Apabila seorang Jurusita Bea dan Cukai telah melaksanakan tugasnya sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya
menerima biaya penagihan tanpa dikaitkan apakah utang cukai dan biaya
penagihannya telah dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan /atau Cukai atau
belum, sebaliknya dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut tidak sepenuhnya
diikuti, maka blaya penagihan tersebut tidalk dapat diberikan.

Setelah. memnerima biaya penagihan, Jurusita Bea dan Cukai masih
berkewajiban untuk memantau pelaksanaan  pelunasan utang cukai oleh
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai. Apabila Jurusita ‘Bea dan Cukai
yakin bahwa Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai tersebut masih aktif dan
potensial maka Jurusita’ Bea dan Cukai harus segera mengambil langkah-
langkah untuk melakukan tahap tindakan penagihan lebih lanjut. '

IV. PENATAUSAHAAN SURAT PAKSA

1.

2.

Surat Paksa yang telah dilaksanakan, diserahkan kepada Kepala Seksi
Penagihan, Kepala Subscksi Penagihan dan Pengembalian, atau Kepala
Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan, disertai Laporan Pelaksanaan Sulat
Paksa untuk penyelesaian administrasi.

Tanggal pelaksanaan Surat Paksa dicatat dalam Buku Catatan Khusus
Penagihan Utang Bea Masuk dan/atau Culai.

Surat Palisa yang telah dilaksanakan, disatukan dalam berkas penaglhan
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukal yang bel sangkutan

V. LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

1.

2.

Jurusita Bea dan Cukai yang melaksanakan penag1ha11 dengan Surat Paksa
membuat laporan atgs pelaksanaan Surat Paksa.,

Hal-hal yang mendapat perhatian untuk dilaporkan:

a. pengajuan keberatan/banding, agar diuraikan secara jelas mengenai jumlah
utang Bea Masuk dan/atau cukai yang tidak dibayar pada Waktunya
kekurangan cukai, dan/atau sanksi admmlsu asi- yang belufn ci11u11a51

b. jenis, letak, dan taksiran harga dan objek sita dengam mempcrh1tung1can
jumlah utang Bea Masuk dan/atau cuka.l dan b1aya pelaksanaan yang
mungkin akan dlkeiualkan :

¢. kesan terhadap Pena.nggung Bea Masulk dan/atau Cukal dan usulan yang.
dilaporkan mengenai keadaan Penanggung Bea Masuk ‘dan/atau - Cukai
yang sebenarnya, antara lain: kemampuan bayar, itikad mau membayar,
dan pandangannya terhadap penagihan utang Bea Masulk dan/ atau Cukai
dan sebagainya schingga Jurusita Bea ‘dan Culkai' dapat mengajukan
pendapat untuk tindakan penagihan selanjutnya.

Apabila Jurusita Bea dan Cukai tidak dapat melaksanakan Surat Paksa secara
langsung, maka harus membuat laporan secara.tertulig.mengenai sebab-
sebabnya dan usaha-usaha yang telah dilakukan- dal 1 I 'elaksanakan
Surat Paksa tersebut, antara lain menghubu
Daerah/Desa sekurang-kurangnya Sekretaris’ Kel o\ Sekretans Desa

setempat.
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E. PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT | PEMBERITAHUAN
PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR {SP3DRI)! ATAU STCK-3 ‘

A Kantor Peiayanan Utama Bea dan Cukai:

- L

Kepala Seksi Penagihan menyiapkan SP3DRI atau STCK-3 sesuai peruntukkan
dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan,

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan meneliti dan meneruskan SPSDRI

-atau STCK-3 kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk’ d1setu3u1
Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan menandatanganl SP3DRI atau STCK-3'

dan menyerahkan kembali kepada. Kepala Seksz Penagihan melahu Kepala
Bidang Perbendaharaan dan Keberatan. :

Kepala Seksi Penagihan:

a. membukukan SP3DRI atau STCK-3 ke dalam Buku: Catatan Khusus

Penagihan Utang Bea Masuk dan/ Cukai atau ke dalam Sistém Apl_ikési
Piutang dan Pengembalian (SAPP), dalam hal telah menerapkan SAPP; dan

b. mengirimkan SP3DRI atau STCK-3 sesuai pefuntukkannya.

B. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Culkai Tipe Madya:

1.

4.

Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembahan menylapkan SP3DRI
atau STCK-3 sesuai peruntukkan dan menyampalkannya kepada Kepala SekSI
Perbendaharaan. : _

Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan meneruskan SPSDRI atau STCK—
kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk disetujui. :

Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan menandatanganl SPSDRI atau S’I‘CK 3 dan
menyerahkan . kembali kepada Kepala Subseksi Admmlstram Penaglhan dan
Pengembalian melalui Kepala Seksi Perbendaharaan..

Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembahan o

a. membukukan SP3DRI atau STCK-3 ke ~dalam Buku Catatan Khusus
Penagihan Utang Bea Masuk dan/ Cukai atau ke dalam SAPP, dalam hal
telah menerapkan SAPP; dan

b. mengirimkan SP3DRI atau STCK-3 sesuai pem‘ntukkannya, : s

C. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama |

1.

Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan menylapkan ‘SP3DRI atau
STCK-3 sesuai peruntukkan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan.

Kepala Kantor Pelayanan meneliti dan menandatangani SP3DRI atau STCK-3 dan
menyerahkan kembali kepada Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Peldayanan.

Kepala Subselessi Perbendaharaan dan Pelayanan:

a. membukukan SP3DRI ataun STCK-3 ke dalam Buku Catatan Khusus
Penagihan Utang Bea Masuk dan/Culkai atau ke dalam SAPP dalam hal telah
menerapkan SAPP;d an . o s

b. mengirimkan SP3DRI atau STCK-3 sesuai peruntuk
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F. PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNASAN STCK-1 DAN STCK-2

A. Penanggung Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut:

1.

Mengisi formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajék (SSPCP) dalam rangkap
4 (empalt). ' . ’ '

Menyerahkan . formulir Surat Setoran Pabean, Culkai, dan Pajak (SSPCP) yang
telah diisi secara lengkap dan benar dengan -dilampiri STCK-1 atau STCK-2

-kepada petugas Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia beserta uang setoran yang

jumlahnya sama’ dengan jumlah nominal yang tertulis dalam Surat Setoran.
Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang bersanglkutan.

Dalam hal terdapat kesalahan pengisian Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak
(SSPCP) setelah diteliti oleh petugas Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia,
memperbaiki kesalahan pengisian Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)

Menyerahlan kembali Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP} yang
telah diperbaiki kepada petugas Bank Persepsi atau PT Pos Indonema

Menerima kembali dokumen dari Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia:
a. STCK-1-atau STCK-2; \ '
b. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajals (SSPCP} lembar ke ~ 1a dan ke —1b.

Menyerahkan Surat Setoran Pabean, Culkai, dan Pajak (SSPCP) lembar ke-la
yang telah ditandasahkan oleh Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia kepada:

a. Kepala Seksi Penagihan, dalam hal STCK-1 diterima dari Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai; atau '

b. Kepala Seksi Perbendaharaan, dalam hal STCK-1 diterima dari Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya; atau

¢. Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan, dalam hal STCK-1 diterima
dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Culkai Tipe Pratama.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Seksi Penag1han, Kepala Seksi
Perbendaharaan, Kepala Subscksi Perbendaharaan dan Pelayanan sebagaimana
dimaksud pada angka 6 terdapat selisih kurang antara Surat Setoran Pabean,
Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan STCK- 1 atau STCK-2, melunasi kekurangan
pembayaran STCK-1 atau STCK-2. : ,

B. Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia melakukan kegiatan sebagai berikut:

1.

Menerima dan meneliti kebenaran pengisian Surat Setoran Pabean, Cukai, dan
Pajak (SSPCP).

Mencocokkan jumlah tagihan uiang yang Lertuhs pada Surat Setoran Pabean,
Cukai, dan Pajak (SSPCP) dengan STCK-1/STCK-2.

Mengembalikan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) Jika teljadl
kesalahan pengisian dan menerima kembali Surat Setoran Pabean, Cukai, dan

Pajal (SSPCP) yang telah dlperbaukl

Menerima uang setoran,

Membubuhkan tanda terima pada Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak
(SSPCP) berupa: ' - ' _ )

a. tanggal penerimadn setoran;
b. nama dan tanda tangan penerima setoran; dan

c. stempel Bank atau PT Pos Indonesia yang bersangkutan. -
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6. Menyerahkan kembali dokumen kepada Penanggung Cukat:
a. STCK-1 atau STCK-2; dan

b, Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) lembar ke-1a dan ke-1b
yang telah ditandasabkan oleh Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia.

C. Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kepala
Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian pada Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya atau Kepala Subseksi Perbendaharaan
dan Pelayanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Pratama melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menerima Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) lembar ke-la yang
telah ditandasabkan oleh Banlk Persepsi atau PT Pos Indonesia dari Penanggung
Culkai.

2. Meneliti kebenaran jumlah pelunasan tagihan yang tercantum dalam Surat
Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dengan jumlah tagihan yang
tercantum dalam STCK-1 atau STCK-2.

3. Dalam hal hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran, memberitahukan
dan mengembalikan dolkumen Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajalk (SSPCP)
lembar Lke-la Lkepada Penanggung Cukai untuk melakukan pelunasan
kekurangan pembayarannya.

4. Menatausahaltan dan membultukan penerimaan negara atas pelunasan STCK-1
atau STCK-2 tersebut.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO UMUMm "
u.b.

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

GIARTO? ‘ “H;Mh
NIP 195 06201984021801
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BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

KOP SURAT DINAS

BERITA ACARA PENMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini ... (1)eenn.e. tanggal ... 2@)....... bulan ......... (3)....... tahun....... {4)....... , atas.

permintaan Kepala Kantor............... 5).....-. yang berkedudukan di ............ &) ; saya, Jurusita Bea
dan Cukai pada ............. (o, , bertempat kedudukan di ........... () T '

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada Saudara................... 1= T bertempat tinggal di ,....ocovviviiinnnans {10)..cennninee e
berkedudukan sebagai ............ (11)...coiiinnn. , Surat Palesa di sebaliknya ini tertanggal.......... {12).......... dan
saya, Jurusita Bea dan Cukai, berdasarkan ketentuan. Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai supaya dalam walttu 2 (dua) kali 24 (dua pulub empat) jam,
memenuhi isi Surat Paksa sebanyalt Rp.....oooovnnieinins (13) s PO {14) s )
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan utang berupa;

- Biaya harian Jurusita Rp .o (15).00enens
- Biaya perjalanan Rpivvrnnnns (16).n.....
Jumlah Rp.ocoiniinns (L7)eenrenn.

dan jika tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang
bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan’ dijual di muka umum/dijual langsung kepada
pembeli dan hasil penjualannya digunakan untulk membayar utang dan biaya-biaya yang berhubungan
dengan pelaksanaan penagihan ini. .

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan Penyitaan. Saya, Jurusita Bea dan Cukai, telah
menyerahkan salinan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa ini kepada Penanggung Bea Masuk dan/
atau Cukai yang saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan erang pribadi/badan yang menanggung Utang
tersebut. ' ' : K

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada ... (I18)ieeerernnns bertempat tinggdl i
............ (19})ecenr... disebabkan ... (@0) o
Yang menecrima salinan Surat Paksa Jurusita Bea dan Cukai
.................. 12 ) PP SSUTUURPRTON (1 ) IO

Jabatarn: ...(22)....ccoeciiiiniiennn, NIP:...... (24)-riiii

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDDONESIA

TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI



Nomor
NOII:l}‘OI’
Norﬁor
Nomeor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomeor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2.
PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nama hari diterbitkannya Berﬂ:a Acara Pembentahuan Surat
Paksa

Diisi tanggal diterbitkannya Berita Acara Pembemtahuan Surat Paksa '

{dengan huruf)

Diisi bulan diterbitkannya, Berlta Acara Pembeutahuan Surat Paksa '

(dengan huruf)

Diist fahun ditefbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
(dengan huruf) ' : '

Diisi nama Kantor Pelayanan yang menerbitkan Surat Paksa

Diisi nama kota tempat kedudukan Kantor Pelayanan yang
menerbitkan Surat Paksa

Diisi nama Kantor Pelayanan tempat berkedudukan Jurusita Bea dan
Culkai

Diisi nama kota tempat kedudukan Jurusita Bea dan Cukai
Diisi nama Penanggung Bea Masul dan/atau Cukai

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi nama jabatan Penanggung Bea Masuk dan Jatau Cukai
Diisi tanggal Surat Paksa

Diisi jumlah utang dalam Surat Paksa (dalam angka)

Diisi jumlah utang dalam Surat Paksa (dalam huruf)

Diisi jumlah biaya harian Jurusita (dalam angka)

Diisi jumlah biaya perjalanan (dalam. angké}

Diisi jumlah total biaya penagihan {dalam angka)

Diisi nama pihak yang menerima salinan Surat Paksa

Diisi alamat pihak yang menerima salinan Surat Paksa

Diisi alasan yang menyebabkan salinan Surat Paksa tidak bisa chteuma '

secara langsung oleh Penanggung Bea Masuk clan Jatan Cukai

Diisi nama pihak yang menerima salinan ~ Surat Paksa dan
menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
Diisi jabatan pihalk yang menerima -salinan Surat Paksa dan
menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa

Diisi nama Jurusita Bea dan Cukai yang menyampaikan salinan Surat
Paksa dan menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa

Dijsi NIP Jurusita Bea dan Cukai yang menyampaikan salinan Surat
Paksa dan menandatangani Berita Acara Pembetitahuan Surat Paksa

J
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B. BERITA ACARA PELAKSANAAN. SITA . o

KOP SURAT DINAS

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
Nomor: ............ (1)...... eeererne

Pada hari ini ...... (2)....... tanggal ......... 3)...... bulan...... 4)....... tahun ......(5)..... atas kekuatan
Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala ........ PUUN (<) IR Nomor ... (7)eeennennnn tanggal
......... (8).cocvvere.. yang bertindale untuk dan atas namsa Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini
memilih domisili kantor di ............... (9)reririnriinnen, , herdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal
............ {10)eeiierienrn. OMOE e (11 yang telah diberitahukan dengan resmi-kepada Penanggung
Bea Masuk dan/atau Cukai yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Bea dan Cukai Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai tersebut bertempat tinggal di ... (12)enin, dengan dibantu 2 {dua)
orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah
dewasa dan dapat dipercaya, yaitu:

1o (138)0riemeeiieeieeeiieeenas Pekerjaan ......covveevinnenn. el
2 (18bL)iiiiien, Pekerjaan ..o, (14b) .o

Nama PPN ) P TP U ST
NPWP D e e e (1) e
NPPBKC S O PP PSR PPPN (LT e
Alamat S N (L) i e e .

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai karena yang bersangkutan masih menunggak utang sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nomor  dan Tanggal Nomor dan Tanggal Jumlaﬁ Uténg

Surat Penetapan/Surat Tagihan/ _
Surat Keputusan Surat Teguran/STCK-2/SPSS (Rp)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagal ber 1kut
e Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sebagai berikut: :

I. Jenis Barang Bergerak: Terletak di: Ta;ksiran Harga;

Rincian barang-barang yang disita sebagaimana terlampir

s Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:
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Kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai dijelaskan bahwa barang yang telah disita
tersebut akan dipindahbulkukan ke kas negara/menyetor langsung ke kas negara/menjual penyertaan

modal/dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang Negara*), pada tanggal dan di tempat yang
akan ditentulkan kemudian. - :

Untuk penyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Bea dan Cukal menunjuk
v 29 yvang bertempat tinggal di .................. (30)erei i sebagai penyimpan dan
urtulk ity penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti bahwa ia
menerima penunjukan itu. : :

Penunjukan sebagai peny.impan itu dilakukan di depan kedua salsi di atas, yang turut pula
menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang, Penanggung Bea Masuk dan/
atau Cukai dan phak-pihak lain yang terkait.

Penanggung Bea Masuk dan/atan Cukai ’ Jurusita Bea dan Cukai
..................... (Bl crereerrrnneen [(32)
NIP . (B3)eeinnn,
Saksi
. 1C T T
2. (34a).........

Biaya penagihan Bea dan Cukai yaitu:

Biaya harian Jurusita Bea dan Culai Rp.oiinnens (35)ireirninnn
Biaya harian salksi Rp. v, (36).cnnienres
Biaya perjalanan Rp. i, (87)eienninn,

Jumlah Rp. covievirennn (38).civiiiinin

telah/belum dilunasi *}
*) Coret yang tidalk perlu

CATATAN: '

Memindahtangankan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini dapat dituntut berdasarkan
Pasal 41A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajal Dengan Surat Paksa,
dengan ancaman hulcuman pidana penjara paling lama 4 {empat)} tahun dan denda paling banyak Rp.
12.000.000,00 {dua belas juta rupiah), ' :

Tembusan:
O €52 T
2 U OO (40)..ccininn

3. Kepala Kanwil DJBC ...... (1),
4. Kepala Kanwil DIJBC ......... (42) e ‘



Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomior
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

(10)
(11)
(12)

(13a) dan (13b)
(14a) dan (14b)
(
{
{

e}

15)
16)
17)

ol

(18)
(19)
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nnomor Berita Acara Pelaksanaan Sita

Diisi nama hari dilaksanalkannya penyitaan

Diisi tanggal .(déngan hurui) dilaksanakannya penyitaan '
Diisi bulan (dengan.huruf] dilaksanakannya ﬁenyitaan _
Diisi tahun (dengan huruf) dilaksanakannya penyitaan -
Diisi Kantor Pelayanan yang melaksanakaﬁ penyitaan
Diisi nomor Surat Perillfall Melaksanakan Penyitaan
Diisi tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Diisi kota tempat kedudukan Kantor Pelayanan yang
melaksanakan Penyitaan

Diisi tanggal Surat Paksa

Diisi nomor Surat Paksa

Diisi kota tempat tinggal Jurusita Bea dan Cukai
Diisi nama Saksi

Diisi pekerjaan Saksi

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan / atau Ci;kai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/atau Culkai, diisi
jika Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukaz mempunyai
nomor NPPBKC

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi nomor dan tanggal Surat Penetapan Surat Tagihan,
atau Surat Keputusan : :

Diisi nomor dan tanggal Surat Tegur'ali, STCK-Z, atau
SPPSS :

Diisi jumlah utang

Diisi jenis Barang Bergerak

Diisi alamat/tempat Barang Bergerak berada

Diisi talesiran Harga Bérang Berg_crak

Diisi jenis Barang Tidak Bergerak

Diisi alamat/tempat Barang Tidak Beréerak berada
Diisi taksiran Harga Barang Tidalg Be__rgerak

. Diisi alasan penyitaan tidak dapat dilakukan

Diisi nama orang yang ditunjuk Juru51ta Bea dan Cukai
untuk menyimpan barang sitaan :

Diisi alamat orang yang ditunjuk Jurusita Bea dan Cukal
untuk menyimpan barang sitaan :

/7



Nomor

Nomor
Nomor
Non‘ibr
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

{31

(32)

(33)
(34) dan (34a)

) (35)

(

(37)
(38)
{
(

w

9)
40)

(41)

(42)
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Diisi nama dan tanda tangan Pénanggung Bea Masuk
dan/atau Cukai '

Diisi nama dan tanda fangan Jurusita Bea dan Cukai -
Diisi NIP Jurusita Bea dan Cukai

Diisi nama dan tanda tangan Salsi

Diisi biaya Harian Jurusita Bea dan Culai (dalam angka)
Diisi biaya Harian Saksi (dalam anglka)

Diisi biaya Perjalanan (dalam angka)

Diisi total Biaya Penagihan (dalam angla)

Diisi Direktur yang menangani penerimaan dan piutang

Diisi Direktur yang menangani cukai, dalam hal terkait
tagihan cukat

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor
Pelayanan -

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor
Pelayanan yang diminta - bantuan. Diisi jika yang
melaksanakan penyitaan bukan Kantor Pelayanan penerbit
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
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C. FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

KOP.SURAT DINAS

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

NOmMO vvenneinnnns (1)
Daftar rincian barang yang disita dari Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai:
NAITEL 0 cevenrerereieiisisaaaenn s 2] N
NEWE L e 1 ) T ORI
NPPBEC 0 eeveiveemreeeecireesineaesanssnane e (). et
AlIMAL L i 42 PO P L S

1. Barang Bergerak

1.Kendaraan dan Jenisnya
Merek dan Jeni . . . '
No e;&; d:?a a;alms Nomor Identitas Taksiran Harga Pasar Keterangan
| P T (S PP IRTTTTTITy 2 Rp. e (8)veeeinne b i, (9. eeerees
2. ‘
dst
Jumlah | Rp........... {10).........
2 Perhiasan Emas, Permata, dan Sejenisnya
Taksiran Harga Jumlah Taksiran
No | Jenis Perhiasan Banyaknya Pasar Harga Pasar - Keterangan
(satuan} '
S SO (1) |oaeereeeee {(12)......ee Rp.ooen.s (13}eeneeees RPveeinnnns (1) | v {158).........
2, .
dst
Jumlah | Rp........... {16).........
3.Uang Tunai
No Jenéziata Pecahan Jumiah lembar Jumlah Keterangan
P EPTI (L7) e | veeeeen: (18)ccceiee b vvniinnnns (L19)iiiee | vaveaannn, PZ10] PRSPPI ERYPYPPPOS {21}
2. ) . :
dst
Jumlah | ........ (22) e

4 Harta Kekayaan yang tersimpan di bank {deposito berjangka,

tabungan, saldo rekening koran, giro, atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu)
No Jenis Nomor Rekening Mata Uang Jumlah Keterangan
Lo | ceeeerenns (23 | eaprreeens (2A4). s | e (25) e b (20)eseiee | nennieies (27).ccreens
2. : '
dst
Jumlah [ ... (225 T
5.8urat Berharga (Obligasi, saham, dan sejenisnya)
No Jenis Jumlah Nilai Nominal | Nilai pasar Nﬂ:ﬁ’:ilar Keterangan
1o | coeervenns (2 | oneernnie (30)..... Rp.....(31)..... Rp...(32)..... Rp ... (33)cers | et {34}......
2.
dst
Jumlah Rp.iee (359):
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6.Piutang ) . _
No | Jenis Piutang Nilai Piutang Nama dan Alamat Debitur Keter-angan
1. eeemnens 15 T Rp..coovee. {37)cveecne. e 38 [ (39)..nnen
2. . :
dst
g Jumlah | Rp.......... {(40)
7.Penyertaan Modal
No | Jenis /Bentuk Besar Penyertaan Perusahaan tempat penyertaan Keterangan
1, 1. 41)......... Rp.ien. (42} i | i G ) T T (44).. o
2. '
dst
Jumlah | Rp......... (45).........
II . Barang Tidak Bergerak (Tanah, Bangunan, Kapal Laut di atas bobot 1000 dwt, dsb)
No Jenis Letak dan Luas Taksiran Harga Jumlah Takmran‘ Ketcrang,ah
(Satuan) Harga Pasar | ‘
1. .
2o 1, (A46)ecinnes [ ovririnns 47y, Rp..veeee (48) Rp.oooirenns (49 |, ST o0 T
dst ' -
Jumlah | Rp.......... (51).........
e, (52).eveeeieeeeererinns.

Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

Jurusita Bea dan Cukai,




Nomor
Normor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

(23)

=
2
%@i@,«v‘
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita
Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan / atau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan / atau Cukai,

- diisi jika Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai

mempunyai nomor NPPBKC
Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
Diisi merk dan jenis kendaraan

Diisi nomor Polisi untuk angkutan darat, atau nomor
yang dipersamakan itu untuk angkutan laut dan udara

Diisi talsiran harga pasar kendaraan. (dalam angka)

Diisi keterangan terkait kendaraan tersebut (tahun
pembuatan, tahun perolehan, kondisi kendaraan)

Diisi jumlah taksiran harga pasar (dalam angka)
Diisi jenis perhiasan :

Diisi banyaknya perhiasaan

Diisi taksiran harga pasar perhiasan (dalam angka)

Diisi jumlah harga pasar perhiasan, banyaknya
dikalikan dengan taksiran harga pasar persatuan
(dalam angka)

Diisi keterangan terkait perhiasan tersebut

. . Diisi jumlah nilai semua perhiasan (dalam mﬁgka}

Diisi jenis mata uang negara (contoh :-Rupiah, Dollar,
dl) 7 .

Diisi pecahan mata uang

Diisi jumlah lembar pecahan mata uang

Diisi jumlah nilai mata uang (pecahan dikali jumlah
lembar)

Diisi keterangan terkait mata uang

Diisi jumlah semua lembar pecahan ni,ata uang

Diisi jenis Harta Kekayaan yang tersimpan di bank
(deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,
giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu) '
Diisi nomor rekening penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai sesual jenis harta kekayaan -
Diisi jenis mata uang sesuai jenis harta kekayaan

Diisi jumlah nilai harta kekayaan

Diisi keterangan terkait jenis harta_kekay‘aan

Diisi jumlah keseluruhan harta kekayaan

Diisi jenis surat -berharga : (Obligasi, saham, dan
sejenisnya) .

Diisi jumlah surat berharga (dalam satuan)

Diisi nilai nominal surat berharga _(da_.lam anglka)

Diisi nilai pasar surat berharga (dalam anglka)

Diisi jumlah nilai pasar surat. b_éljha'rga, jumlah



Nomor
Nomor

Nomor
Nomér
Nomor
Nomeor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomotr
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

(34
(35)

(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

(46)
(47)
(48)
(49)

(50)
(51)

(52)
(53)
(54)
(55)

(56) dan (56a)
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dikaliltan nilai pasar (dalam arigka)

Diisi keterangan terkait surat berhafga

Diisi jumlah keseluruhan nilai pasar surat berharga
(dalam angka)

Diisi jenis piutang

Diisi nilai piutang (dalam angka)

- Diisi nama dan alamat debitur

Diisi keterangan terkait jenis piutang

Diisi jumlah keseluruhan nilai pintang (dalam angka)
Diisi jenis/ bentuk penyertaan modal

Diisi besar penyertaan modal (dalam angka)

Diisi nama pemsahaa_n tempat penyertaan modal

Diisi keterangan terkait jenis / bentuk penyertaan
modal

Diisi jumlah keseluruhan jenis/ bentuk' penyertaan
modal (dalam angla)

Diisi jenis barang tidalc bergeralk

Diisi letak dan luas barang tidak bergerak

Diisi taksiran harga pasar barang tidald bergerak (dalam
angka) :

Diisi jumlah talsirar harga pasar barang tidak bergerak
(dalam angka)

Diisi keterangan terkait jenis barang tidak bergerak.

Diisi jumlah nilai keseluruhan barang tidak bergerak
(dalam angka)

Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun d1terb1t1{annya
Berita Acara Pelaksanaan Sita

Diisi nama dan tanda tangan Juru51ta Bea dan Cukal
Diisi Nomor Induk Pegawai Jurusita Bea dan Cukai

Diisi nama dan tanda tangan Penanggung Bea Masuk
dan/atau Cukai

Diisi nama dan tanda tangan Saksi
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D. BERI‘_I?A ACARA PEMBLOKIRAN REKENING BANK

KOP SURAT BANK

BERITA ACARA PEMBLOXIRAN :
HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG BEA MASUK DAN/ ATAU CUKAI
YANG TERSIMPAN PADA BANK
Nomor: ...... (1)erieniiann.

Sesual Pasal 5 ayat (3} Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan .

dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pasal .......... (2}eeenns Peraturan Menteri Ketiangan
Nomor ..... (3)eriinnns tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/ atau Cukai, Kepala ..... (4.0 telah
menyampaikan Surat dengan nomor ........(5)........ tanggal ....... [{=) R perihal Permintaan Pemblokiran
Kekayaan Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai Yang Tersimpan Di Bank dan telah diterima pada
tanggal ... (7)eeriennn , maka pada hari ini tanggal ......... (8)...... bulan.....{(9...... tahun ...... (10).......
pukul.......... (11} Jtelah dilakukan pemblokiran seketika terhadap harta kelcayaan Penanggung Bea
Masuk dan/atau Cukal sehagai: ‘

Nama D erteaberreereteareeeiee it eaa s (12) s soererern

NPWP PP B

NPPBKC PP POTPPR (L4 e eee

Alamat e etb e {158) . ivicnanns ey aeaeadans

Salinan berita acara pemblokiran ini disampaikan kepada Penariggung Bea Masuk dan/atau Cukaz

dan Kepala...... {16)....... , agar pihak-pihak yang bcrlc:epentmgan mengetahumya
Jurusita Bea dan Cukai Bank............ (17 eiriinnn,
............... 210 ) TR e (18]
NIP .......... 231 TP PP v (19) e,



Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomeor
- Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

b
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor Berita Acara Pembloklran .

Diisi pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Penaglhan Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara -
Penag1han Bea Masuk dan/ atau Cukal

Diisi Kantor Pelayanan yang meminta pemblokiran
Diisi nomor Surat Permintaan Pemblokiran '
Diisi tanggal Surat Permintaan Pemblbki'ran

Diisi tanggal diterima Surat Permmtaan Pemblokiran oleh
bank

Diisi tanggal (dengan huruf) dilaksanakannya pemblokiran
Diisi bulan (dengan -huruf) dilaksanakannya pemblokiran
Diisi tahun (dengan huruf) dilaksanakaﬁnyd pemblokiran
Diisi waktu (dengan huruf) dilaksanakannya pe_mblbkiran
Diisi Nama Penanggung Be‘a_masuk_ dan/atau Cukai -
Diisi NPWP Penanggung Bea maéuk dan/atau Culiai_ |

Diisi NPPBKC Penm1gg11ng Bea Masuk dan/atau Cukai,
diisi jika Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
mempunyai nomor NPPBKC

Diisi alamat Penanggung Bea masuk dan/atau Culkai

Diisi nama Kantor Pelayanan yang mengegukan permmtaan
pemblokiran _

Diisi nama bank yang melakukan pembloldrml

Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Banlk

Diisi jabatan pejabat bank '

Diisi nama dan tanda tangan Jurusita Bea dan Cukai

Diisi NIP Jurusita Jurusita Bea dan Cukai
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E. BERITA ACARA PEMBLOKIRAN REKENING EFEK

KOP SURAT KUSTODIAN

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN REKENING EFEK
Nomors ......{1}...cccoo.c. o

Sesuai Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pasal ... (2).......
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... (3)eirinn. tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/
atau Cukai, ..... (4)....... telah menyampaikan Surat dengan nomor ... (8)...... .. tanggal

....... (6).......... perihal ......{7)..... dan telah diterima pada tanggal vireene(B)..ns, maka pada hari’

ini tanggal ......... {9)...... bulan....... (10)....... tahun ...... (11)....... pukul..........(12)........ telah
dilakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan Penanggung Bea Masuk dan/atau
Cukai sebagai: ‘ :

Nama L et ereeeirhrerre i teneer e iianias (13
NPWP L ettt a e e aae i [14) i
NPPBKC D e e = P
Alamat e PSP (16).oivi e ST

................................................................................................

Salinan berita acard pemblokiran ini disampaikan kepada Pcnazlggung Bea Masuk

dan/atau Cukai dan Kepala...... (17)....... , agar pihalk-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.
Jurusita Bea dan Cukai Bank............ (18},
............... (21) e (19)
NIP .......... (22)eeeviiiiiiniinns e (20)...ccconnns

J



Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
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Diisi nomor Berita Acara Pemblokiran .

Diisi pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Penag1ha_n Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi nomor Peraturan Ménteri Keuangan ’Lentang Tata Cara -
Penagﬂlan Bea Masuk dan/ atau Cukai

Diisi pejabat pada Otontas Jasa Keuangan yang meminta
pemblokiran

Diisi nomor Surat Permintaan Pemblokiran
Diisi tanggal Surat Permintaan Pemblokiran
Diisi perihal Surat Permintaan Pemblokiran

Diisi tanggal diterima Surat Permintaan Pemblokiran oleh
bank

Diisi tanggal (dengan huruf) dilaksanakannya pefnbldkiran
Diisi bulan (dengan huruf) cﬁlaksanakannya pemblokiran
Diisi tahun (dengan huruf) dilaksanakannyal pemblokiran
Diisi walctu (dengan huruf) dilaksanak‘annya pemblokiran
Diisi nama Penanggung Bea masuk dan /atau Cukai |
Diisi NPWP Penanggling Bea masuk dan/atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai,
diisi jika Penanggung Bea Masulk dan/ ataun Cukai
mempunyai nomor NPPBKC

Diisi Alamat Penanggung Bea masuk da_ﬁ_. / atau Cukai

Diisi nama Kantor Pelayanan yang mengajukan _f)ermintaan
pemblokiran

Diisi nama bank yang melakukan pembloklran

Diisi nama dan tanda tangan pejabat banlk

Diisi jabatan pejabat banl

Diisi nama dan tanda tangan Jurusita Bea dan Cukai

Diisi NIP Jurusita Jurusita Bea dan Cukai |
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F. BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN

KOP SURAT KUSTODIAN

BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN
REKENING EFEK PADA KUSTODIAN
DALAM RANGEKA PENAGIHAN BEA MASUK DAN/ ATAU CUKAI

Nomor: ......... (1)innnn.

Sehubungan dengan Surat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor ....... 2)......
tanggal ........ (3)eeen tentang ... (4)irennnnn. , sesuai Pasal S ayat {4) Peraturan Pemerintah Nomor 135
Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, malka pada
hari ini ...... ) tanggal ...... 6)...... bulan............ (P)overinianne, tahun........ (8l ....pulkal "o (9)......
telah dilakukan pemberian keterangan Rekening Efek Penanggung Bea Masuk clan/atau Cukai sebagai
berilaut: _
Nama i (1O)eiiiii i, e
NPWP e rereeetierer et (1 L)
NPPBKC D e (12) i, ceseereraeenrean e
Alamat PPN (13)i i

Salinan Berita Acara Pemberian Keterangan ini disampaikan kepada Penanggung Bea Masuk dan/
atau Cukai, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan agar plhak-plhak yang belkcpentmgan

mengetahuinya,
Jurusita Bea Cukai Kustodlan ................... (5] TN
...................... (1) T PURRRTION ( 17 4 RPN
NIP .o 1 T PP TP (18) i,

Wi



Nomor
Nomor

Noror

Nomor -

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

(1)

(2)

(3)

(4)

U1

~J

=
e

—
(o)

— =
~] Ov

oo ul
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor Berita Acara Pemberian I{eterang_an .
Diisi nomor surat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
kepada Kustodian :

Diisi tanggal surat Ketua Dewan Komisioner Otorltas Jasa Keuangan
kepada Kustodian '

:. Diisi perihal surat Ketua Dewan I{om1s1oner Otontas Jasa Keuangan

kepada Kustodian

Diisi nama hari ketika pemberian keterangan dibuat -

Diisi tanggal (dalam huruf) ketika pemberian keterangan dibuat
Diisi bulan {(dalam huruf) ketika pembefian keterangan dibuat .
Diisi tahun (dalam huruf) ketika pemberian keterangan dib’uat- :
Diisi waktu (dalam angka) ketika pemberian keterangan dibuat

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/Cukai

Diisi NPWP Penanggung Bea masuk dan/atau Cukai

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai, diisi jika
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai mempunyai nomor NPPBKC

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/Cukai

Diisi nama dan tanda tangan Jurusita Bea dan Cukai
Diisi NIP Jurusita Bea dan Cukai

Diisi nama Kustodian

Diisi nama dan tanda tangan pejabat Kustodian

Diisi jabatan Pejabat Kustodian yang menandatangani Berita Acara
Pemberian Keterangan
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G. BERITA ACARA PENGALIHAN HAK SURAT BERHARGA

¥ KOP SURAT DINAS

BERITA ACARA PENGALIHAN HAX SURAT BERHARGA

Sesuai Pasal 5 ayat (5} Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyilaan

dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Saya Jurusita Bea dan Cukal pada ... (2).-. ..... ;
sesual Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan nomor ......... {3)...... tanggal ............ [ O , telah
meminta kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai untule mengalihkan hak Surat Berharga kepada
U (1 S , maka pada hari ini ....., 6)...cn.. -tanggal ... (7). bulan........ (8).eienn. tahun........ (*) T
pukul ... (10)...... telah dilakukan pengalihan hak surat berharga Penanggung Bea Masuk dan/ atau
Cukai sebagai berilout:
Nama P (d) e
NPWP D rrereeneeens e e (12}, e
NPFBKC TP PPN {13)iiiiiiiiinn, et
Alamat P (14).reeininnen, et PR
Salinan Berita Acara pengalihan hak surat berharga ini disampaikan kepada Penanggung Bea
Masuk dan/ atau Cukai dan Kepala .....ccocooviiiinnininnn. 15 T agar pihalk-pihalk yang berkepentingan
mengetahuinya. :
Jurusita Bea tan Cukai ‘ Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
........................ (0 15) T UTOUTUTRURURIE 01 - ) EE PPN



Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor Berita Acara Pengalihan Halk Surat Berharga

Diisi nama Kantor Pelayanan yang menerbltkan Surat Perintah
Melalcsanakan Penyitaan

Diisi nomor Surat Perintah Melaksanakan Penyltaan
Ditsi tanggal, bulan dan tahun Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan

Diisi Kepala Kantor Pelayanan yang menerima pengahhan hak surat
berharga

Diisi hari ketika Pengalihan Hale Surat Berharga dilaksanakan

Diisi tanggal (dalam angka) ketika Pengalihan Hak Surat belharga
dilaksanakan

Diisi bulan (dalam huruf) ketika Pengalihan Hak Surét bér.ha.rga
dilaksanakan ' ' )

Diisi tahun ({dalam huruf) ketika Pengalihan Hak Surat berharga
dilaksanakan '

Diisi waktu (dalam angka) ketika Pengalihan Hak Surdt bei‘hérga
dilaksanakan ' : :

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea masuk dan/atau Culkai _

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai, diisi jika
Penanggung Bea Masuk dan/atau Culkai mempunyal nomor NPPBKC

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi Kantor Pelayanan yang menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan penyitaan . '
Diisi nama dan tanda tangan Jurusita Bea dan Cukai

Diisi NIP Jurusita Bea dan Cukai yang menandatangan1 Berita Acara
Pengalihan Hak Surat Berharga :

Diisi nama dan tanda tangan Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
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H. BERITA ACARA PERSETUJUAN PENGALIHAN HAK %EVIENAGIH PIUTANG

KOP SURAT DINAS

- BERITA ACARA :
PERSETUJUAN PENGALIHAN HAK MENAGIH PIUTANG

Nomor: ............ (1herrrnnnes

Pada hari ini ...... 2)eenns tanggal......... 157 R bulan......... [ R tahun......... (5] atas
kelcuatan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala ......... 8)...... Nomor........ioeeveee (4 P
tanggal......... {8)..cceens telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Penanggung Bea Masuk dan/
atau Cukai:
Nama D i 1) PR PPTR
NPWP T (LOk i,
NPPBKC L. (L1},
Alamat L e (12 i,

Khusus terhadap barang-barang Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cuka1 berupa piutang seperti
tertera di bawal ini :

No. Jenis Piutang Nilai Piutang Nama Debitur _ Keterangan
........ (13)..cnene Rp. v {14)eiininns RTTVRPINN 0 16} ST VROV & i FTIOT
Jumlah Rp. oo, (18).ccvinns

Pcnanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai telah setuju untuk dialihkan. hak penagmannya dari
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai kepada pejabat yang selanjutnya akan:
a. dijual oleh Pejabat tersebut kepada pembeli; atan
b. disetor langsung oleh pihak yang berkewajiban membayar utang ke Kas Negara atas pcrmmtaan
Pejabat,
untuk melunasi Utang Bea Masuk dan/atau Cukal dan Biaya penaglhan Bea Masulc dan/ atau Culkai.

Salinan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak ini disampaikan’ kepada Pcnanggung Bca Masulk
dan/atau Cukai dan debitur/para debitur. .

Penanggung Bea Masuk dan/atau Culai Jurusita Bea Cukai -
.................. (18)creemirerinrarnne reereenrere {19
NIP.....coo.... io10) ISR
Saksi
Lo e 3 F




Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

(19)
(20)
(21) dan (2 1a)
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor Berita Acara Persctujuan Pengallhan Hak
Menagih Piutang

Diisi nama hari diterbitkannya Berita Acara Persetujuan
Diisi tanggal (dalam huruf) diterbitkannya Berita Acara
Persetujuan Pengalihan Hal Menagih Piutang

Diisi bulan (dalam huruf) diterbitkannya Berita Acara
Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang -

Diisi tahun (dalam hurufj diterbitkannya Berlta Acara
Persetujuan Pengalihan Hal Menagxh Piutang

Diisi nama Kantor Pelayanan yang menerbitkan Surat
perintah Melakukan Penyitaan

Diisi nomor Surat Perintah Melakukan Peny1taan

Diisi tanggal, bulan dan tahun (dalam anglka) Surat penntah
Melakukan Pemnyitaan

Diisi nama Penanggung Bea Masulk dan/atau Cukai
Diisi NPWP Penanggung Bea masuk dan/atau Cukai |

Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk dan/atau Culai, diisi
jika Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukal mempunyai
nomor NPPBKC

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
Diisi jenis piutang yang belum dilunasi

Diisi besarnya piutang (dalam anglka)

Diisi jumlah piutang (dalam angka)

Diisi nama débitur |

Diisi keterangan yang diperlukan terkait piﬁtang

Diisi nama dan tanda tangan Penanggung Bea Masuk
dan/atau Cukai :

Diisi nama dan tanda tangan Jurusita Bea dan Cukai
Diisi NIP Jurusita Bea dan Cukai
Diisi nama dan tanda tangan saksi
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I. BERITA ACARA PENYANDERAAN . .
KOP SURAT DINAS

BERITA ACARA PELAKSAﬂAAN PENYANDERAAN

Nomor: ............... (D,

Pada hari ini ...... 2)...... tanggal ..... (3}.... bulan ...... e TR tahun ....[5)...... atas kekuatan Surat
Perintah Penyanderaan Kepala .............. (€] I NOmor ........ R N tanggal .........{8)...... , maka
Saya, Jurusita Bea dan Cukai: ' :

Nama e ereeirrr it a s s et e e e (9)..c..n.. T OTOUTO

Umuar L s et irreae et aains (F0). i e
NIP C TR ST P PO SUPPUPTOPRPE: (L1} i,
Pangkat fGol S SN (E2) et
Jabatan : Jurusita Bea dan Cukai pada ............... (18]
Alamat tempat tinggal O (L) e

Dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesm, yang telah mencapai usia 21 (dua
puluh satu} tahun atau telah dewasa dan dapat dxpercaya yaitu:

1. Nama/ NIP et e et e araans (L8] .
Umur PP ) PO S
Pangkat TR (I17).eennenn, TP SO UPIPT
Jabatan/PeKerjaan @ ..o ) P S -
Alamat D ettateeeueeeneeeeeo e eaaeataetlaeeneaen e eaeaneanaeanns (I9) e i e

2. Nama,/ NIP P PP PP PP UTDP PP UPS PPN (15&) e i,
Umur P (18a)..viiiii
Pangkat e eetreretieree e e ettt et et tagananar e enaararrns = § I e
Jabatan/Pekerfaan . e, {18a) i e
Alamat L ereerreeerereere e et e ot ea et rmtn s aes =1 TP reererrreren N

Nama : PN (20} :

Nomeor Identitas e (1) IPYPPPIN

Tempat dan Tanggal Lahir . (22)........ e e O

Alamat P (23)......... PP

Jenis Kelamin PO PSP TPPPITON (24 Cerenens

Agama PP (25} .

Kewarganegaraarn S P (@B)eriiiniicniiiie, feeaeen

Pekerjaan U 123 AU TSP

Jabatan D e s (28)ciiiiiicniiiiiii, e
di......... (29)....... karena Penanggung Bea masuk dan/atau Cukai mempunyal Utang Bea Masuk dan/atau
atau Cukai sebesar Rp. ............ (30) i (covereraanss e () AU ST ) dan Penanggung Bea

Masuk dan/atau Cukai diragukan itikad baiknya dalam pelunasan Utang Bea Masulc danjatau atau Cukai.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Kepala tempat penyanderaan/rumah tahanan
Negara, Penanggung Bea masuk dan/atau Cukai yang bersangkutan, Bupati/Walikota.

Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai Jurusita Bea dan Cukai
............ {32).cieenann. e (B3)
NIP ..ovieennn- (34},



Nomor
Nomor
Nomor
Noror
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomeor
Nomeor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

~J

(

(

(15) dan (15a)
(16) dan (16a)
(17) dan (17a)
(18) dan (18a)
(19) dari (19a)
(
(

(36) dan (36a)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

00 . .
PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan

Diisi nama hari dilaksanakan Penyandefaan :

Diisi tanggal (dalam angka) dilaksanakan Penyanderaan

Diisi bulan (dalam huruf) dilaksanalkan Penyahderaan ‘

Diisi tahun {dalam huruf) dﬂa.ksanakan Penyanderaan

Diisi Kantor Pelayanan penerbit Surat Perintah Penyanderaan
Diisi nomor Surat Perintah Penyanderaan

Diisi tanggal, bulan dan tahun (dalam angka) Surat Perintah
Penyanderaan

Diisi nama Jurusita Bea dan Cukai yang melakukan
penyanderaan . .

Diisi umur Jurusita Bea dan Cukai yang melakukan
penyanderaan

Diisi NIP Jurusita Bea dan Cukai

Diisi pangkat dan golongan Jurusita Bea dan Cukai yang
melakulkan penyanderaan

Diisi Kantor Pelayanan asal Jurusita Bea dan Cukal
Diisi alamat tempat tinggal Jurusita Bea dan Cukai
Diisi nama dan NIP saksi

Diisi umur saksi

Diisi pangkat saksi

Diisi jabatan dan pekerjaan saksi

Diisi alamat saksi

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukal

Diisi nomor identitas Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
(diisi nomor KTP, SIM atau Passport) '

Diisi tempat dan tanggal lahir Penanggung Bea Masuk dan/
atau Culkai

Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai
Diisi jenis kelamin Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
Diisi jenis agama Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi kewarganegaraan Penanggung Bea Masuk dan/atau
Cukai

Diisi pekerjaan Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
Diisi jabatan Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai
Diisi nama kota tempat dilakukan Penyanderaan '
Diisi jumlah utang (dalam angka)

Diisi jumlah utang {(dalam huruf)

Diisi nama dan tanda tangan Penanggung Bea Masuk
dan/atau Cukai

Diisi nama dan tanda tangan Jurusita Bea dan Cukai
Diisi NIF Jurusita Bea dan Culkai

Diisi nama dan tanda tangan Kepala tempat penyanderaan/
rumah tahanan Negara ' _

Diisi nama dan tanda tangan saksi
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J. SEGEL SITA

KOP SURAT DINAS

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK,

NOMOR D, TS N

TANGGAL ¢ eevveeenn, (2)eeeerriienaennn

BARANG INI TERMASUIK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA, BAR_ANG SIAPA DENGAN
SENGAJA,

MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHEKAN HAK/
MEMINJAMEAN/MERUSAK

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 41A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 1997 J.0 UNDANG-UNDANG NOMOR' 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIMAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 4 {(EMPAT) 'I‘AHUN DAN
DENDA PALING BANYAK RP12.000.000,00 (DUA BELAS JUTA RUFIAH).

Jurusita Bea dan Cukali
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Nomor (1) : Diisi nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita
Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan dan tahun (dalam angka) Berita Acara Pelaksanaan
Sita

Nomor (3} : Diisi nama dan tanda tangan Jurusita Bea dan Cukai

Nomor {4} : Diisi NIP Jurusita Bea dan Cukai
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BIRO UMUM

b, ttd.

KEPALA»BAGIAN T; U\K

MENTERIAN
: MUHAMAD CHATIB BASRI

GIAﬂTO,ﬁ/ Umﬂ,w “:
NIP 95904 01984021001,
e )/

i /
& o v




LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111/PMK. 04/2013
TENTANG
r#;yg'& TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK DAN /ATAU CUKAL

MENTER! KEUANGAN
REPUSBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

KOP SURAT DINAS

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Schubungan dengan surat tugas nomor ...{1)... tanggal...(Q}...hal Pemberitahuan Surat Paksa,
maka sesuai dengan Pasal ...{3).... Peraturan Menteri Keuangan nomor ...(4]....tentang Tatacara Penagihan
Bea Masuk Dan/Atau Cukai dilaporkan sebagai berikut: ’ S

1. -Identitas Penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai:

Nama D ieeereretrrerr e 5 P . ST
NPWP S PP (B T
NPPBKC L trrirearere s 7 T
Alamat D eerrrrrer e e 5] PO, i .

1. Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa:
1. Pemberitahuan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal...... 9)........
2. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa terlampir,
3. Rincian Utang sebagai berikut:

Surat Paksa ' Jumlah Utang

Nomeor Tanggal : © Menurut
) Menurut
Penanggung Bea Masuk

Surat Paksa dan /atau Cukai

[I. Obyek Sita:

1. Jenis Barang Bergeralc Terletalc di: : Taksiran Harga:
............. (14)......... cerrneceef18)iiiinin, Rp......(16)......
.................................................... Rp .o,

2 Jenis Barang Tidal Bergerak: Terletak di Taksiran harga
............. (17).00nnsien e (18, Rp oo (19)000eunne

(20)cvieeeerieerees e ein e SRR ST

Demikian dilaporkan untuk mendapat keputusan iebih lanjut

Mengetahui:



Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Neomor
Nomor

Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor
Nomor
Nomor

Nomor
Nomor
Nomaor

(1)

(@)

(3)

(20)
(21)
(22)
(23)

(24)
(23)

ﬁ:’;»t\*e}"&

MENTER! KEUANGAN
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PETUNJUK PENGISIAN

Diisi nomor surat tugas pembentahuan surat paksa
Diisi tanggal surat tugas pemberitahuan surat paksa
Diisi pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara

Penagihan Bea Masuk Dan/Atau Cukai yang mengatur mengenai

laporan pelaksanaan Surat Paksa

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara Penaglhan

Bea Masuk Dan/Atau Cukai

Diisi nama Penanggung Bea Masuk dan /atau Culkai

Diisi NPWP Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai :
Diisi NPPBKC Penanggung Bea Masuk :dan/ atau Cukai, diisi jika
Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai mempunyai nomor NPPBKC
Diisi alamat Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai

Diisi tanggal, bulan dan tahun {dalam angka) pembentahuan salman
Surat Paksa

Diisi nomor Surat Paksa

Diisi tanggal Surat.Paksa

Diisi jumlah utang sesuai Surat Paksa (dalam angka)

Diisi jumlah utang menurut Penanggung Bea Masuk dan / atau Cukai
{dalam angka)

Diisi nama barang bergerak milik Penanggung. Bea Masuk dan/ atau
Cukai yang dapat menjadi obyek penyitaan : :
Diisi lokasi barang bergerak milik Penanggung Bea Masuk dan/atau
Cukai yang dapat menjadi obyek penyitaan o

Diisi taksiran harga barang bergerak milik Penanggung Bea Masuk
dan/ atau Cukai yang dapat menjadi obyek penyitaan {(dalam angka)
Diisi nama barang tidak bergerak milik' Penanggung Bea Masuk dan/
atau Cukai yang dapat menjadi obyek penyltaan -

Diisi lokasi barang tidak bergeralk milik Penanggung Bea Masuk da_n /
atau Cukai yang dapat menjadi obyek penyitaan

Diisi taksiran harga barang tidak bergerak mlhk Penanggung Bea
Masulk dan/atau Cukai yang dapat menjadi obyek penyitaan (dalam
anglka)

Diisi kesan jurusita terhadap pelaksanaan penyampaian Surat Paksa
dan usul tindakan selanjutnya yang akan dilaksanakan. -

Diisi nama tempat/ kota dlkeluarkannya Laporan Pelaksanaan Surat
Paksa :

Diisi tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Laporan Pelaksanaan Surat

Paksa

Diisi nama dan tandatangan jurusita

Diisi NIP jurusita

Diisi nama dan tandatangan: :

- Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan, dalam hal Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai

- Kepala Seksi Perbendaharaan, dalam hal Kantor Pelayanan dan
Pengawasan Bea dan Culkai Tipe Madya

- Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan ‘ da_lam_ hal
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pratama

Y
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Nomor (26) : Diisi NIF:
- Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan, dalam hal Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai

- Kepala Seksi Perbendaharaan, dalam hal Kantor Pelayanan dan
Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya

- Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan, dalam hal
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pratama

Sulinan seouai dengan.aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BIRQAUMUM: o, >

tid.

wb, Lo,
KEPALA B;,.(GIAN T.U, KEMENTERIAN
[ e MUHAMAD CHATIB BASRI

H

[
L

GIARTQZ\RK RN |
NIP 19590420 1884021001 ./

NG

I S
e RN i
g W)
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  111/PMK.04/2013

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

ILUSTRASI CARA PENGHITUNGAN BUNGA

No. Ilustrasi Bunga
Tagihan  Jatuh Tempo 1bln 2 bln
1. L 1 1 1 > 100jtx 2% x 2 bin = 4 jt
100 jt Bayar 100 jt
Jatuh Tempo 1bln 2 bin
2. i ! L] R L » 50jtx 2% x 2 bln= 2 jt
100 jt Bayar 50 jt Bayar 50 jt
Tagihan  Jatuh Tempo 1bln 2 bln
3. L i 1 . P 100 jt x 2% x 2 bin = 4 jt
100 jt Bayar 50 jt Bayar 50 jt

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

\Ai

it

;o /‘ ) . \
GIAI]QTO g it l
NIP u\95 0426198402I

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



